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ABSTRAK

DEDI ARMADDAN. 2024, Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa
Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Judi Online, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Iskandar, M.C.L,
(1) Dr. Mursyidin, S.Ag, MA

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh kepatuhan
masyarakat terhadap Fatwa tentang judi online, untuk menganalisis implementasi
Fatwa dan pengawasan dalam memberantas judi online, dan untuk menganalisis
kendala dan solusi dalam memberantas judi online. Peneltian ini menggunakan
pendekatan mixed methode yaitu secara kuantitatif dan kualitatif dengan
menggunakan teknik sampling non probability yaitu teknik snowball sampling
maka diperoleh jumlah responden sebanyak 100 orang dari 5 Kecamatan di Langsa.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat korelasi yang rendah namun positif antara
praktik perjudian online dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini
mengimplikasikan bahwa masyarakat, khususnya Kota Langsa, terikat oleh fatwa
tersebut untuk menahan diri dari bermain judi online. Masyarakat akan lebih patuh
terhadap fatwa untuk tidak bermain judi online jika fatwa tersebut disampaikan
secara konsisten. Meskipun dampaknya hanya 5,9%, penerapan fatwa tersebut telah
memberikan dampak yang baik dalam hal pemahaman dan dukungan masyarakat.
Sementara itu, masih ada banyak masalah mendasar, seperti kesulitan dalam
bersosialisasi, kurangnya penegakan hukum, masyarakat yang beragam, kemajuan
teknologi yang membuat perjudian internet lebih mudah diakses, dan kurangnya
koordinasi antara MPU, penegak hukum, dan organisasi terkait yang harusnya juga
diperkuat. Dalam upaya meningkatkan pengawasan kegiatan perjudian online,
harus ada dukungan masyarakat yang kuat.

Kata Kunci: Kepatuhan Masyarakat, Fatwa Ulama Aceh, Judi Online.
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ABSTRACT

DEDI ARMADDAN. 2024, Analysis of Compliance of the Langsa City Community
towards the Fatwa of the Aceh Ulama Consultative Assembly
Number 1 of 2016, Langsa State Islamic Institute Postgraduate
Masters Program. Supervisor: (1) Prof. Dr. Iskandar, M.C.L,
(1) Dr. Mursyidin, S.Ag. MA.

The purpose of this research is to determine the effect of public compliance with
the Fatwa on online gambling, to determine the implementation of Fatwa and the
effectiveness of supervision in eradicating online gambling, and to find out the
obstacles and solutions in eradicating online gambling. This research uses a mixed
method approach, namely quantitative and qualitative using non-probability
sampling techniques, namely snowball sampling techniques, so that the number of
respondents is 100 people from 5 districts in Langsa. Based on research findings,
there is a low but positive correlation between online gambling practices and the
level of community compliance with the Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh Number 1 of 2016.. This suggests that the fatwa requires the community—
especially Langsa City—to abstain from internet gaming. If the fatwa is issued
regularly, people will be more compliant with it and refrain from gambling online.
The fatwa's implementation has had a positive effect on community understanding
and support, despite the impact being only 5.9%. The execution of the fatwa has
had a positive impact on public awareness and support. Meanwhile, many
underlying issues remain, including socialization difficulties, a lack of law
enforcement, a diverse society, technological advances that make internet gambling
more accessible, and a lack of coordination between, MPU, law enforcement, and
related organizations, all of which should be addressed. To increase the oversight
of online gambling activities, there must be widespread community support.
Keywords: Public Compliance, Aceh Ulama Fatwa, Online Gambling.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin
Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-
Latin meliput:
1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta Marbutah
5. Syaddah
6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan gamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid
Berikut ini penjelasan secara beruntun:
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya

dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& sa S es (dengan titik di atas)
a Jim J Je
d Ha H ha (dengan titik di bawah)
c Kha Kh ka dan ha




y Dal D De

. Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syim Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ua Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta T te (dengan titik dibawah)
3 Za 7 zet (dengan titik di bawah)
' ‘ain . koma terbalik di atas

£ Gain G Ge

[ Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Waw W We

0 Ha H Ha

s Hamzah h Apostrof

r Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah a a




— Kasrah i i
— dammah u u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Huruf
s —= Fathah dan ya ai adani
9= | Fathah dan waw | au adanu
Contoh:

-

Mauta [ Kiga

i

Haisu Y
Kaukaba : 4§
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf  dan Nama

Huruf Tanda

{ Fatah dan alif atau ya a a dan garis di atas
¢— Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas

— dammah dan wau a u dan garis di atas

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbttah ada dua:
1) Ta marbitah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammabh,
transliterasinya adalah /t/.
2) ta marbitah mati

Ta marbiitahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Xi



3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

tamarbiitah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:
raudah al-atfal — raudatulatfal JUikY dag,
al-Madinah al Munawwarah 18 g-at) Addyaat)
Talhah dath

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut
dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddabh itu.

Contoh:
rabbana : Wy
nazzala : J¥
al-birr L
al-hajj :gad
nu’ima : axd
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:
J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
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Contoh:
ar-rajulu =
as-sayyidatu  :daed)
asy-syamsu  :uadid)

o

al-galamu samli)
al-badi’u )
al-jalalu « st

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof,
akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

sama dengan alif.

Contoh:
ta’khuziing :OsAU
an-nau’ 15 sid)
syai’un 18 g
inna Hu)
Umirtu 1Sl

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi’il (kata kerja), ism (kata benda) maupun
harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga

dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:
Wa innallaha lahua khairurrazigin - :0e=2310-0 3 ag 40 Ol
Faauful-kailawal-mizana 2O i) gLl ) 5b gl
Ibrahtm al-Khalil HETRES|[PY Y R

Bismillahi majreha wa mursaha = :lg—w— 9 W) di) aay
Walillahi ‘alan-nasihijju al-baiti s @a Gl Lo Ay
Man istata’ailaihi sabila s A ) ¢
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9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama
tersebut, bukan kata sandangnya.
Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasal
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-laziunzila fihi al-Qur’anu
Wa lagad ra’ahu bil ufuq al-mubin
Alhamdulillahirabbil —alamin
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
Nasrun minalahi wa fathun qarib
Lillahi al-amru jam1’an
Lillahil-armu jam1’an
Wallahu bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang penjudi pasti akan merasa sibuk mencari kekayaan yang tidak ada
batasnya, hal itu juga bisa membuat lupa terhadap kewajiban kepada Tuhannya,
kewajiban terhadap keluarganya serta melupakan kewajiban terhadap dirinya
sendiri.! Oleh karena itu dampak perjudian sangatlah membahayakan karena dapat
merusak ekonomi keluarga, menganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan
semangat bekerja, menghabiskan waktu dan harta, dan lain-lain. Judi juga dapat
menjadikan orang yang bersangkutan mengorbankan segala sesuatu, hingga
terhadap kehormatan dan keyakinan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia,
judi (maisir) ini diharamkan sebagai tindak preventif agar tidak terjadi permusuhan,

saling membenci, lalai kepada Allah dan meninggalkan sholat.

Judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, dalam Al-
Qur’an, kata judi (maisir) dapat ditemui dalam surat Al-Bagarah ayat 219, sebagai
berikut:

u»ff\w)wwg J‘S?‘Z‘WJ" J?;;J\’ji;-\u,cglajju.&

ARt E SIS 4D y  opkad 16 JGegs B gt
d}ﬁw

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr (minuman keras) dan judi.
Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada
manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah
menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir."(Q.S.
Alagarah:219)

Di dalam ayat ini menjelaskan pertanyaan tentang minuman keras (khamr)

! Dika Sahputra, “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi),”
Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam 6, no. 2 (2022): 148.
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dan judi. Ayat ini menyatakan bahwa dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa dalam keduanya lebih besar daripada
manfaatnya. Dengan demikian, Islam melarang minuman keras dan judi karena

dampak negatifnya yang lebih besar daripada manfaatnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan yang
memberikan sanksi Bagi pelaku judi online, antara lain dapat dikenakan pasal 303
ayat (1) KUHP, Pasal ini mengatur bahwa siapapun yang tanpa mendapat izin,
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu

perusahaan untuk itu, dapat dipidana.

Pelaku Judi Online juga dapat dikenakan sanksi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang judi
online. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan
ancaman yang terdapat pada pasal 45 ayat (3) yang berbunyi “ Setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pemerintah Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang secara
konsisten menerapkan Syari'at Islam, telah mengambil berbagai langkah untuk
memastikan bahwa norma dan nilai-nilai Islam terjaga dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat. Salah satu langkah tersebut adalah melalui peran MPU Aceh. Institusi
ini memainkan peran krusial dalam mengawasi penerapan Syari'at Islam dan
memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada masyarakat, khususnya di
wilayah Kota Langsa. Selain itu juga mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun

2003 tentang Maisir (Perjudian) yang ditindak lanjuti dengan Qanun Aceh Nomor
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6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 18 sampai dengan pasal 22, yang

memberikan sanksi dalam bentuk "uqubat ta’zir cambuk/denda/penjara.

Kemudian untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan
daerah berdasarkan syari’at Islam, pemerintah Aceh juga membentuk Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU). Menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal
6 ayat 1 Tentang MPU Aceh, salah satu tugas utama Majelis Permusyawarat Ulama
yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan

daerah berdasarkan syari’at Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama di Provinsi Aceh memiliki status hukum
yang unik dan signifikan, berbeda dengan penegak hukum lainnya di Indonesia.
MPU berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa dan pandangan
keagamaan, terutama terkait penerapan syariat Islam di Aceh, yang diakui secara
hukum dalam kerangka otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. MPU bekerja sama dengan penegak
hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah syariah dalam
memastikan pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam masalah-masalah seperti
judi online. Fatwa dan rekomendasi dari MPU dapat dijadikan dasar dalam
pengambilan kebijakan dan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum,
menjadikannya sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam

penegakan hukum syariah di Aceh.

Selanjutnya menindaklanjuti terkait perjudian online di masyarakat, Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh juga mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2016
tentang judi online yang menetapkan secara tegas bahwa hukum praktik judi online
adalah haram. Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki peran penting dalam
membentuk moral dan etika masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan
agama yang diajarkan di Dayah dapat menjadi benteng pertahanan terhadap godaan
judi online. Melalui pendidikan yang intensif dan komprehensif, nilai-nilai Islam
dapat ditanamkan dengan kuat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang
jelas tentang dampak negatif judi online dan menghindarinya. Majelis
Permusyawaratan Ulama juga memiliki kontribusi dalam membangun generasi
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yang sadar akan ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dilarang, seperti judi

online.

Dinas Syari'at Islam bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi
pelaksanaan hukum-hukum Syari‘at di berbagai aspek kehidupan. Institusi ini tidak
hanya berfokus pada masalah-masalah sosial dan moral, tetapi juga terlibat dalam
penegakan hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
Islam, seperti judi online.? Dinas ini berupaya untuk mengedukasi masyarakat
tentang larangan-larangan agama serta memberikan sanksi kepada pelanggar.
Pengawasan yang dilakukan termasuk dalam bentuk patroli, monitoring, dan

tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, MPU Aceh memiliki peran dalam menyebarluaskan nilai-
nilai agama melalui pendidikan formal dan non-formal. MPU menyediakan
pengajaran yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam dan membentuk karakter
moral siswa. Peran ini sangat penting dalam membangun generasi yang sadar akan
ajaran agama dan menjauhi perbuatan yang dilarang, seperti judi online.® Dengan
pendekatan yang personal dan komunal, MPU Aceh mampu menyentuh berbagai
lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
bahaya dan dampak negatif dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran

Islam.

Fenomena judi online telah menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia,
termasuk di Kota Langsa, Aceh. Sebagai salah satu wilayah yang menerapkan
Syari‘at Islam dengan ketat, Kota Langsa menghadapi tantangan besar dalam
menangani maraknya praktik judi online. Judi online bukan hanya merupakan
pelanggaran hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan

religius yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh.*

2 Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian
di Aceh." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 6(1), 108-125.
% Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk
Karakter Islami Generasi Muda Aceh." Jurnal limiah Peuradeun, 6(1), 103-120.
4 Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi Online di Era Digital: Studi Kasus di Kota
Langsa." Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 70.
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Masyarakat Aceh dikenal dengan komitmennya dan kepatuhannya terhadap
ajaran Islam, dan penerapan Syari‘at Islam di provinsi ini mencakup berbagai aspek
kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga ekonomi. Di Kota Langsa, aturan
Syari‘at Islam diterapkan dengan ketat, termasuk dalam hal pelarangan segala
bentuk perjudian.® Namun, kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru, di
mana judi online semakin mudah di akses oleh berbagai kalangan, termasuk remaja
dan orang dewasa. Akses yang cepat dan anonim melalui internet membuat judi

online sulit untuk diawasi dan dikendalikan oleh otoritas setempat.

Kehadiran judi online di Kota Langsa menimbulkan berbagai masalah sosial
dan ekonomi. Secara sosial, judi online dapat merusak moral masyarakat, memicu
kecanduan, dan menyebabkan keretakan hubungan dalam keluarga. Secara
ekonomi, praktik ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi
individu dan keluarganya. Selain itu, karena judi online sering kali melibatkan
transaksi ilegal dan pencucian uang, keberadaannya juga berpotensi menimbulkan

masalah hukum yang lebih luas.®

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Kota Langsa memiliki
tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini. Mereka tidak hanya harus
menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga
harus melakukan upaya pencegahan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang bahaya judi online.” Implementasi dan pengawasan hukum
Syari‘at terhadap judi online menjadi tantangan yang kompleks, mengingat berbagai
faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya ini, seperti keterbatasan sumber daya,
perubahan teknologi, dan dinamika sosial masyarakat.

Di sisi lain, peran MPU Aceh sangat penting dalam membentuk moral dan

etika masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan agama yang diajarkan di

5> Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi Online di Era Digital: Studi Kasus di Kota
Langsa." Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 77.

& Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi Online di Era Digital: Studi Kasus di Kota
Langsa." Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 75-90.

" Hidayat, R., & Nasution, M. (2018). "Peran Dinas Syariat Islam dalam Penegakan Hukum
Syariah di Aceh." Kanun: Jurnal llmu Hukum, 20(2), 297-312.
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sekolah-sekolah dapat menjadi benteng pertahanan terhadap godaan judi online.
Melalui pendidikan yang intensif dan komprehensif, nilai-nilai Islam dapat
ditanamkan dengan kuat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas

tentang dampak negatif judi online dan menghindarinya.®

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh institusi ini, masalah
judi online tetap menjadi tantangan yang signifikan. Perkembangan teknologi dan
akses internet yang semakin mudah telah memfasilitasi kemunculan judi online
sebagai fenomena global yang sulit dikendalikan®. Anonimitas dan kemudahan
akses membuat judi online menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang,
termasuk di Aceh. Judi online tidak hanya menimbulkan masalah moral, tetapi juga
berdampak pada ekonomi dan sosial, seperti meningkatkan tingkat kecanduan,
mengganggu stabilitas keluarga, dan menyebabkan kerugian finansial yang
signifikan.

Kendati demikian, hambatan utama dalam menanggulangi judi online
adalah keterbatasan dalam penegakan hukum di ranah digital. Keterbukaan internet
dan kemampuan pelaku untuk menyembunyikan identitas mereka membuat
penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan judi
konvensional. Selain itu, upaya untuk memblokir situs judi online seringkali
dihadapkan pada masalah teknis dan regulasi, karena internet bersifat global dan

tidak terbatas oleh yurisdiksi lokal.

Tingginya akses terhadap teknologi dan internet telah menjadi pedang
bermata dua bagi masyarakat. Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa banyak
manfaat, seperti memudahkan akses informasi, mempercepat komunikasi, dan
membuka peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka
pintu bagi praktik-praktik yang melanggar hukum dan moral, salah satunya adalah
judi online. Akses yang mudah dan luas terhadap internet memungkinkan individu

untuk terlibat dalam aktivitas perjudian tanpa harus meninggalkan kenyamanan

8 Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk
Karakter Islami Generasi Muda Aceh." Jurnal limiah Peuradeun, 6(1), 103-120.

® Sari, Nuran. (2021). "Analisis Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Menanggulangi Judi
Online." Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4(1), 67-82.

6



rumah mereka. Fenomena ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan
yang efektif dari pihak berwenang, yang seharusnya bertugas mengendalikan dan

mencegah penyebaran praktik-praktik ilegal tersebut.

Kurangnya pengawasan yang efektif sering kali disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas
dalam melacak aktivitas judi online yang seringkali dilakukapn secara anonim dan
tersembunyi. Situs-situs judi online sering kali beroperasi di luar yurisdiksi hukum
lokal, sehingga menyulitkan penegakan hukum. Selain itu, para pelaku judi online
biasanya menggunakan metode pembayaran digital yang sulit dilacak, seperti
cryptocurrency, yang menambah tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak

mereka.!!

Dampak negatif dari praktik judi online tidak dapat diabaikan. Secara sosial,
judi online dapat memicu masalah seperti ketergantungan, yang berdampak buruk
pada kehidupan pribadi dan sosial individu. Ketergantungan judi dapat
menyebabkan isolasi sosial, gangguan emosional, dan bahkan memicu konflik
dalam keluarga. Secara ekonomi, judi online dapat menguras sumber daya finansial
individu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian keluarga dan
masyarakat secara keseluruhan.'? Banyak orang yang terjerumus dalam utang
karena berjudi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial

yang lebih luas.

Selain itu, dampak moral dari judi online juga menjadi perhatian serius.
Dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral,
seperti di Kota Langsa yang menerapkan hukum syariat Islam, judi online tidak
hanya melanggar hukum negara tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama.

Aktivitas ini dianggap sebagai perilaku yang merusak moral dan etika masyarakat,

10 Abubakar, Ahmad. (2019). "Strategi Pencegahan Perjudian Online Melalui Pendekatan
Dakwah di Kota Langsa." Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan, 3(1), 45-60.
11 Putri, Raisya. (2020). "Dampak Sosial Ekonomi Judi Online di Kalangan Masyarakat
Aceh." Jurnal Sosiologi Pedesaan, 8(2), 110-125.
12 Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian
di Aceh." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 6(1), 108-125.
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serta mengganggu keharmonisan sosial.®® Oleh karena itu, penting bagi MPU Aceh
untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pengawasan yang telah

dilakukan dalam menangani permasalahan ini.

Seharusnya, pasca dikeluarkannya fatwa MPU Aceh dan Qanun Aceh,
praktek judi online di masyarakat dapat diminimalisir secara signifikan. Fatwa
tersebut, bersama dengan peraturan hukum yang ditegakkan dalam Qanun Aceh,
menjadi landasan untuk melarang dan menghukum pelaku serta pengguna judi
online. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan
mematuhi dengan adanya konsekuensi hukum yang mengancam dan potensi
kerugian sosial serta ekonomi yang ditimbulkan dari praktik judi online. Sejalan
dengan hal tersebut, keberadaan fatwa dan ganun ini seharusnya menjadi landasan
moral dan hukum bagi aparat penegak hukum serta masyarakat untuk berperan aktif
dalam memerangi praktek judi yang meresahkan ini.

Nyatanya, masih terdapat pelaku yang tetap melanjutkan praktik judi online
dengan cara yang lebih tersembunyi atau menggunakan teknologi yang sulit untuk
dilacak, seperti Virtual Private Network (VPN) untuk menyembunyikan lokasi
mereka dan aplikasi terenkripsi untuk menjaga privasi komunikasi dan aplikasi
terenkripsi, yang membuat upaya pelacakan dan penutupan situs menjadi lebih
sulit. Pengguna biasanya mendaftar di situs judi, melakukan deposit uang melalui
berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet, atau cryptocurrency,
dan kemudian memilih dari berbagai permainan seperti poker, blackjack, atau
taruhan olahraga. Situs judi online sering beroperasi dari yurisdiksi dengan regulasi
longgar dan mengganti domain secara berkala untuk menghindari pemblokiran.
Teknologi enkripsi melindungi data sensitif, namun juga membuat pelacakan dan

penutupan situs menjadi lebih kompleks.

Buktinya, berdasarkan laporan dari Dinas Satpol PP dan WH (Wilayatul
Hisbah) Kota Langsa, sepanjang tahun 2023, terdapat 120 penggerebekan yang

dilakukan terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi perjudian online,

13 Basri, Hasan. (2017). "Peran Ulama dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Aceh."
Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 8(2), 193-208.
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dan lebih dari 200 perangkat elektronik yang digunakan untuk aktivitas ilegal ini
berhasil disita. Dari data tersebut, praktik judi online masih menjadi masalah serius
meskipun sudah ada penegakan hukum vyang ketat. Selain itu dibutuhkan
kekompakan serta keselarasan bagi semua masyarakat di Langsa untuk taat

peraturan dan harus mematuhinya.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa Tokoh di Majelis
Permusyawaratan Ulama Kota Langsa antara lain: “Tgk. H. Shalahuddin
Muhammad, S.Ud selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa
mengutarakan bahwa telah melakukan sosialisasi mengenai fatwa MPU nomor 1
tahun 2016 tentang judi online kepada masyarakat Kota Langsa dengan cara
mendatangi sekolah-sekolah, dayah-dayah, mesjid-mesjid, cafe-cafe, warung-
warung khususnya yang menyediakan wifi gratis, dan beberapa tempat lainnya
yang dianggap tempat terjadinya transaksi judi online dengan harapan masyarakat
mematuhi fatwa tersebut dan tidak melakukan judi online lagi. Beliau melanjutkan,
dengan adanya anonimitas dan kemudahan akses membuat judi online menjadi
pilihan yang menarik bagi banyak orang, termasuk di Kota Langsa. Situs-situs judi
online sering kali beroperasi di luar yurisdiksi hukum lokal, sehingga menyulitkan
penegakan hukum. Selain itu, para pelaku judi online biasanya menggunakan
metode pembayaran digital yang sulit dilacak, seperti cryptocurrency, yang
menambah tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak mereka.}* Kemudian
Tgk.Ismail Damanik, S.Sos.l selaku Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa
mengutarakan, judi online tidak hanya menimbulkan masalah moral, tetapi juga
berdampak pada ekonomi dan sosial, seperti meningkatkan tingkat kecanduan,
mengganggu stabilitas keluarga, dan menyebabkan kerugian finansial yang
signifikan.’® Sejalan dengan hal tersebut Tgk. M. Rizal, S.Ag selaku Kepala
Sekretariat MPU Kota Langsa mengutarakan, masih kurangnya pengawasan yang
efektif sering kali disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber

daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas dalam melacak aktivitas judi online

14 Shalahuddin Muhammad, “Ketua MPU Kota Langsa, Observasi” (Langsa, 2024).
15 Ismail Damanik, “Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara” (Langsa, 2024).
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yang seringkali dilakukan secara tersembunyi.*®

Berfungsinya suatu peraturan tentunya terkait dengan bagaimana orang-
orang menyikapi peraturan tersebut. Agar peraturan yang terbentuk dapat berfungsi
dan mencapai tujuannya, maka diperlukan sikap patuh dari anggota masyarakat,
yang biasa dikenal dengan kepatuhan. Menurut McKendry (2009) kepatuhan
diartikan sebagai kecenderungan atau kerelaan seseorang untuk memenuhi dan
menerima permintaan, baik yang berasal dari seorang pemimpin atau yang bersifat
mutlak sebagai sebuah tata tertib atau perintah.!” Perilaku kepatuhan yang
dilakukan oleh anggota masyarakat pada dasarnya untuk menyesuaikan diri pada
norma dan aturan, perilaku demikian guna kelancaran bersama dalam mencapai
keberhasilan agar menjadi kebiasaan sehingga tidak merasa berat dalam
melaksanakannya. Menjadikan sikap yang terpuji dan menaati yang nantinya
diharapkan menjadi seseorang yang memiliki mental spiritual yang tinggi, sehingga
ajaran tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat baik melalui perilaku

ataupun ucapan.®

Secara psikologis ketaatan pada aturan sangat penting meskipun terkesan
jika kepatuhan akan membatasi kebebasan individu, namun sebenarnya ada dasar
yang sangat kuat berkaitan dengan kepatuhan. Tanpa kepatuhan seseorang tidak
akan mengetahui sedang berada dalam kekacaauan sosial.!® Peraturan bukan
menekan individu tapi justru memberikan jalan yang baik untuk kedispinan.
Peraturan atau tata tertib yang diterapkan membuat seseorang belajar untuk
berperilaku agar sesuai dengan nilai-nilai secara sosial, serta dapat membentuk
orang tersebut menjadi produktif. Kepatuhan merupakan sebuah kemauan
mematuhi dengan tunduk dan takluk. Pelanggaran karena ketidakpatuhan

18 M. Rizal, “Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Observasi” (Langsa, 2024).

17 Sarlito Sarwono Wirawano, Psikologi Remaja, 1 Cet 18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
318.

18 Tira Pratama Amsari and Rr Dini Diah Nurhadianti, “Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial
Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri Dalam Melaksanakan Tata Tertib,” Jurnal IKRA_ITH
Humaniora 4, no. 2 (2020): 147.

19 Malikah and Siti Sholihatun, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan
Terhadap Peraturan Pada Santri Remaja,” UIN Malang 3, no. 1 (2017): 20, http://etheses.uin-
malang.ac.id/11159/1/12410205.pdf.
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masyarakat sering terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah
peraturan. Pelanggaran tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang tidak mau
mematuhi sebuah peraturan.?’ Hartono berpendapat bahwa kepatuhan terjadi saat
ada perubahan sikap dan juga perilaku pada seseorang untuk mengikuti sebuah
perintah. Seseorang yang dikatakan patuh bisa terlihat jika orang tersebut bisa

menerima dan percaya serta mau untuk melakukan sebuah perintah.?

Berdasarkan pada latar belakang diatas membuat peneliti bertujuan untuk
melakukan Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat Kota Langsa
terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Judi Online yang sedang marak terjadi di Kota Langsa yang peneliti
rangkum dalam sebuah Penelitian berjudul “Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota
Langsa Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Judi Online™.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pembahasan dibatasi pada kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh tentang judi online di Kota Langsa.
2. Implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh terhadap fenomena judi online.
3. Solusi dan strategi yang tepat yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh dalam memberantas judi online.

2 Indah Puja Lestari, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap
Peraturan Pada Siswa Di Sman 09 Mandau,” Fakultas Psikologi (UIN Suska Riau, 2024), 2,
https://repository.uin-suska.ac.id/83294/1/SKRIPSI FUL KECUALI BAB IV INDAH PUJA
LESTARI.pdf.

21 | estari, 3.
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C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dapat dilihat sebagai berikut

1. Bagaimana Fatwa Tentang judi online mempengaruhi kepatuhan masyarakat

Kota Langsa?

2. Bagaimana implementasi Fatwa dan pengawasannya dalam memberantas judi
online?
3. Bagaimana Solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam upaya

memberantas judi online?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa tentang
judi online.

2. Untuk menganalisis implementasi Fatwa dan pengawasannya dalam
memberantas judi online.

3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam memberantas judi online.

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat baik dalam bidang
akademik, praktis, maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang

diharapkan dari penelitian ini:
1. Manfaat Akademik

a. Kontribusi Teoritis: Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada
terkait dengan pemahaman pandangan ekonomi Islam dalam mengkaji
Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

b. Referensi Bagi Peneliti Lain: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi

bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji topik serupa.
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2. Manfaat Praktis

a. Menjadi masukin yang berguna bagi Masyarakat dalam memahami kajian
Kepatuhan Masyarakat Kota Langsa Terhadap Fatwa Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

b. Panduan bagi pembuat kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat
menjadi panduan bagi pembuat kebijakan lainnya dalam membuat regulasi

yang berbasis syariat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mengembangkan praktik keuangan syariah yang lebih
inklusif dan efektif, serta membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka

dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami dan keterkaitan dari penelitian ini serta untuk
menunjukkan adanya kebaruan, maka berikut ini peneliti akan memaparkan
beberapa hasil karya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan
peneliti laksanakan. Beberapa karya tersebut sebagai berikut:

1. Safrina (2017) dengan judul "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam
Pencegahan Perjudian di Aceh™ menggunakan metode kualitatif dalam bentuk
studi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ganun tentang
perjudian di Aceh masih lemah dan kurang dalam penegakan hukum yang
tegas. Meskipun kajiannya fokus pada penerapan ganun terkait perjudian,
penelitian ini tidak membahas secara spesifik peran Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah serta aspek pengawasan judi online.?

2. Yusuf dan Rahman (2018) dalam penelitian mereka yang berjudul "Efektivitas

Pendidikan Dayah dalam Membentuk Karakter Islami Generasi Muda Aceh"

22 Safrina, Dewi. (2017). "Implementasi Qanun Syariat Islam dalam Pencegahan Perjudian
di Aceh." Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 6(1), 108-125.

13



menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi. Mereka
menemukan bahwa Pendidikan Dayah efektif dalam membentuk karakter
Islami, namun memerlukan dukungan lebih untuk memerangi pengaruh negatif
media. Penelitian ini menyinggung peran Pendidikan Dayah dalam
pembentukan karakter Islami, tetapi tidak menekankan pengawasan terhadap
judi online atau kolaborasi dengan Dinas Syariat Islam.?®

3. Sulaiman (2019) dengan judul "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Peluang dan
Tantangan" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
untuk menemukan berbagai tantangan dalam penerapan hukum syariat di
Aceh. Tantangan tersebut meliputi hambatan budaya dan kurangnya sumber
daya. Penelitian ini membahas penerapan Syariat Islam secara umum, tetapi
tidak fokus pada pengawasan judi online atau peran Dinas Syariat Islam serta
Pendidikan Dayah.?

4. Marzuki (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Fenomena Judi Online di
Era Digital: Studi Kasus di Kota Langsa" juga menggunakan metode kualitatif,
dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan adanya
peningkatan signifikan dalam aktivitas judi online di Kota Langsa dan dampak
negatifnya terhadap masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada judi
online di Kota Langsa, namun tidak menyoroti peran Dinas Syariat Islam dan
Pendidikan Dayah secara khusus.?

5. Nurdin (2020) dalam penelitiannya "Teknologi dan Tantangannya terhadap
Penerapan Syariat Islam di Aceh™ menggunakan metode analisis literatur untuk
menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan Syariat Islam akibat
perkembangan teknologi. Penelitian ini menekankan kurangnya regulasi yang
memadai untuk mengatasi kejahatan siber, namun tidak spesifik pada kasus
judi online dan peran Dinas Syariat Islam serta Pendidikan Dayah.?

2 Yusuf, M., & Rahman, A. (2018). "Efektivitas Pendidikan Dayah dalam Membentuk
Karakter Islami Generasi Muda Aceh." Jurnal llmiah Peuradeun, 6(1), 103-120.

24 Sulaiman, Ahmad. (2019). "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Peluang dan Tantangan."
Jurnal Hukum Islam, 17(2), 45-60.

%5 Marzuki, Maimul. (2020). "Fenomena Judi Online di Era Digital: Studi Kasus di Kota
Langsa." Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1), 75-90.

% Nurdin, Aryanto. (2020). "Teknologi dan Tantangannya terhadap Penerapan Syariat
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6. Sari dan Kholil (2023) dengan judul Respon Pemain Game Online Terhadap
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi”. Online
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membuat larangan atau
mengharamkan permainan judi online. Penelitian ini dilakukan untuk melihat
respon para pemain game online terhadap larangan tersebut dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh dari
observasi lapangan dan wawancara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ada
beberapa bentuk larangan yang dibuat oleh MPU Aceh terkait game online
terkhususnya judi online, yaitu fatwa, tausiyah dan matlumat. Hasil dari
penelitian ini juga dapat dilihat bahwa banyak ditemukan pula pemain judi
online ini di tempat ramai seperti warung kopi yang menggunakan Wifi, yang
biasanya banyak dikunjungi untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan,
meskipun sudah ada fatwa yang melarang untuk bermain judi online.?’

7. Anisa (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Judi online dalam perspektif
maqasih syariah” Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data
adalah dokumentasi, dengan teknik analisis data berupa analisis isi (content
analysis), induksi, dan deduksi. Hasil penelitian pertama, judi (maisir) adalah
setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang
berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang,
tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Kedua,
magashid syariah merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang
melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta,
dan keturunan. Konsep ini membantu dalam menganalisis praktik dan
fenomena sosial serta ekonomi modern untuk memastikan mereka tidak
bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam. Ketiga, Judi online mengandung
dampak yang merugikan karena mempengaruhi kelima aspek yang dilindungi

magashid syariah, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keempat, beberapa

Islam di Aceh.” Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum, 54(2), 249-264.

27 Fitri Meliya Sari and Syukur Kholil, “Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online,” Jurnal Al-ljtimaiyyah 9, no.
1 (2023): 112, https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17825.
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strategi yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi judi online adalah
penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat mengenai bahaya judi,
serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan,
penegakan hukum.?®

8. Ramadhan (2024) yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Regulasi Judi
Online di Indonesia: Telaah Pasal 303 KUHP dan UU ITE”. Studi ini
menganalisis kerangka hukum perjudian online di Indonesia, berfokus pada
Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menilai
struktur hukum normatif, menekankan pentingnya literasi hukum dan
menggunakan data primer dan sekunder. Temuan menyoroti tantangan dalam
penegakan hukum terhadap judi online, yang tidak hanya melanggar norma
agama, moral, dan Pancasila tetapi juga mengancam struktur masyarakat.?®

9. Ramadhan dan Romadlon (2025) dengan judul “Mengapa Masyarakat Kelas
Menengah Melakukan Judi Online? Studi Fenomenologis Pelaku Judi Online
Perspektif Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat
Indonesia mengenai bahaya bermain judi online maupun offline, serta
mengajak semua kalangan masyarkat tanpa membedakan kelas untuk bersama
bersuara stop bermain judi online. Menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi, dengan subjek para pemain judi online di desa yang
ada di kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Teknik deskriptif merupakan teknik yang digunakan dalam
hasil penelitian. Pelaku judi online masih tergolong usia produktif dengan
berprofesi sebagai karyawan swasta. Faktor yang mempengaruhi para pelaku

judi online didominasi oleh lingkungan dan teknologi.*

2 Nur Lina Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Magasih Syariah,” Journal of Islamic
Business Management Studies 5, no. 1 (2024): 1.

2 Dani Ramadhan, “Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia :
Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law,” nd., 1,
http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443/1/Jurnal Dani Ramadhan.pdf.

30 Achmad Ilham Ramadhan and Dzulfikar Akbar Romadlon, “Why Do Middle Class
People Gamble Online ? Phenomenological Study of Online Gambling Players from an Islamic
Perspective [ Mengapa Masyarakat Kelas Menengah Melakukan Judi Online ? Studi Fenomenologis
Pelaku Judi Online Perspektif Islam ],” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2025, 1.
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10. Fenomena Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Siregar dan
Rosmalinda (2025) yang bertujuan untuk mengkaji sosiologi hukum sebagai
sarana pengaturan sosial dan untuk menyelidiki efektivitas langkah-langkah
penegakan hukum saat ini. enelitian ini dilakukan dengan menggunakan
metode yang disebut penelitian hukum normatif, penelitian yang mengkaji
studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan
perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa
pendapat para sarjana. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-
undangan, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.
Untuk penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis
dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis
serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah
penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan, seperti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan
undang-undang lainnya tentang transaksi elektronik yang dilakukan pada tahun
2024. Seiring dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat, hal itu dapat
berdampak berbeda pada cara orang hidup bersama. Salah satu contohnya
adalah perjudian daring, yang dapat dilakukan oleh anak-anak maupun orang
dewasa. Orang-orang yang berjudi daring memiliki alasan tersendiri untuk

melakukannya, tetapi hal itu dapat berdampak buruk bagi masyarakat kita.>!

Secara umum, penelitian-penelitian ini membahas berbagai aspek terkait
penerapan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama terkait
penerapan syariat Islam di Aceh, dengan beberapa kesamaan dalam membahas
tantangan dan peran institusi pendidikan, namun dengan perbedaan fokus dan area
kajian, terutama dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap fatwa majelis

permusyawaratan ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 di Langsa tentang judi online.

%1 Dian Yustikartika Basri Siregar and Rosmalinda, “Fenomena Maraknya Judi Online Di
Kalangan Masyarakat Dian Yustikartika Basri Siregar 1 , Rosmalinda 2 1,2,” llmu Hukum 3, no. 1
(2025): 1, https://doi.org/10.70308/adagium.v3il.57.
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F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pengaruh kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa tentang judi online (data
kuantitatif)

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

Fatwa Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama
Aceh Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Judi Online

Kepatuhan Masyarakat

Gambar 1. 1 Kerangka Teori
Sumber: Selvi Marsela et al. (2023, 5) dan Taylor (2019, 268)

2. Implementasi fatwa dan pengawasan dalam memberantas judi online (data
kualitatif)

Analisis Strategi Majelis Implementasi dan
Kepatuhan Permusyawaratan Pengawasan
Masyarakat Kota Ulama Aceh Majelis
Langsa Terhadap Terkait Judi Online Permusyawaratan
Fatwa Majelis di Kota Langsa Ulama Aceh
Permusyawaratan Terhadap Judi
Ulama Aceh Online di Kota
Langsa

Analisis Kepatuhan Masyarakat Kota
Langsa Terhadap Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 16
Tentang Judi Online

Gambar 2. 2 Kerangka Teori
Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor
1 tahun 2016 di Kota Langsa tentang Judi Online
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yaitu sebagai
berikut:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,
membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan kembali
menurut Kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.®2
Dalam penelitian ini analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji
sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang

diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat dipercaya.
2. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, taat®3. Dalam konteks penelitian
ini masyarakat di Kota Langsa patuh dan mentaati Fatwa Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti
suatu cara hidup tertentu.3* Dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat yang

berada di Kota Langsa.
4. Fatwa

Fatwa merupakan kumpulan nasehat yang sangat berharga yang dapat
digunakan untuk kemaslahatan ummat. Fatwa ini dilakukan oleh para ulama atau

yang intelektual pada zaman di mana mereka hidup.®

32 R. Habibi and R. Aprilian, Tutorial Dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis Web
Menggunakan Metode RAD (Jakarta: Kreatif, 2020), 78.

3 KBBI, “Kepatuhan,” Bahasa, Badan Pengembangan dan Pemibinaan, 2024,
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan.

3 Rina Yulianti, Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir
(Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 45,
https://books.google.co.id/books?id=jjNcCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q
&f=false.

% Mursyidin, Membuat Syariat Islam Bekerja: MPU Dan Peranannya Dalam
Pembentukan Qanun Jinayat Di Aceh, ed. Syamsul Rizal & Nurmawati (Langsa: Zawiyah Serambi
llmu Pengetahuan, 2015), 123.
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5. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebuah lembaga yang berjalan
dalam struktur pemerintahan Aceh dalam rangka membantu memfatwakan,
mengambil kebijakan, dan mengontrol pemerintah Aceh dalam hal penerapan
syariat Islam di Aceh, baik mengenai agidah, ibadah, ekonomi, kebudayaan sosial,
politik maupun kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh.®

6. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implementasi”
memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan.®’” Implementasi sebagai proses
melaksanakan sebuah kebijakan yang telah diatur dalam suatu peraturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya, dengan tujuan mencapai
sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan
dalam menjalankan fatwa MPU nomor 1 tahun 2016 tentang judi online oleh
masyarakat Kota Langsa.

7. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas
selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi
(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang
tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas
pengawasan menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan

apa yang telah direncanakan.®

36 Mursyidin, 13.
37 “Implementasi,” https://kbbi.web.id/implementasi, 2025.
38 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.
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8. Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "pengawasan"
memiliki arti penilikan dan penjagaan terhadap peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada
pengarahan pejabat yang berwenang.®®* Dalm penelitian ini pengawasan yang
dilakukan oleh MPU Aceh terhadap segala kegiatan judi online yang dilakukan oleh

masyarakat Kota Langsa.
9. Judi Online

Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan
mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Judi online termasuk
taruhan olahraga, poker online, casino virtual, & lotre internet.*® Da;am kontek
penelitian ini judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet,
di mana peserta dapat bertaruh uang atau aset lainnya dalam berbagai jenis
permainan atau taruhan. Judi online seringkali melibatkan penggunaan situs web,
aplikasi, atau platform digital lainnya. Meskipun dilarang oleh hukum negara dan
syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Langsa, judi online tetap eksis karena

kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam pembahasan ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi 5 bab.
Keseluruhan bab tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain.
Rangkaian masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB | :Pada bab ini mengurai penjelasan umum, seperti Latar Belakang
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika
Pembahasan.

BAB Il : Menguraikan tentang landasan teori penelitian berupa Teori Kepatuhan

39 “Pengawasan,” https://kbbi.web.id/pengawasan, 2025.
40 Makincakapdigital Tetapantijudol and Judi Candu, “Panduan Anti Judi Online,” n.d., 17.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

Masyarakat, Teori Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2016 Tentang Judi
Online, Teori Kebijakan, Teori Implementasi, dan Teori Judi Online.

: Mengurai tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian,

Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Instrumen Pengumpulan
Data, Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Analisis Data, dan Uji

Asumsi Klasik.

: Mengurai tentang hasil dari Deskriptif Objek Penelitian, Karakteristik

Responden, Analisa Statistik Deskriptif, Analisis Statistik Inferensial,
Hasil Regresi Linier Sederhana, Implementasi Kebijakan yang
dilakukan olen MPU Aceh dalam Memberantas Judi Online di Kota
Langsa, Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh MPU Aceh
Terhadap Praktik Judi Online Di Kota Langsa, dan Kendala Yang
Dihadapi Oleh MPU Aceh Dalam Upaya Memberantas Judi Online.

: Berisi tentang Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti

dan Saran yang akan disampaikan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian
1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Sejarah Aceh menunjukkan peran penting ulama dalam kehidupan
masyarakat. Sejak zaman dulu, para ulama selalu mendapatkan tempat khusus, di
mana Qadhi Malikul Adil memimpin para ulama dengan dibantu oleh empat
Syaikhul Islam yang mewakili empat mazhab besar dalam Islam: Syafi'i, Maliki,
Hanafi, dan Hambali. Peran ulama dalam struktur pemerintahan dan masyarakat
Aceh sudah terjalin sejak lama, terutama melalui lembaga-lembaga keagamaan
yang kuat.04

Pada tahun 1968, berdasarkan Keputusan Gubernur, MPU Aceh berubah
nama menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Komisi-komisi dalam MUI juga berubah nama menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa),
Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), dan Komisi E (Harta
Agama).t%®

Posisi MUI Aceh semakin kuat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999 yang mengatur keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam
undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa daerah dapat membentuk badan ulama
yang bersifat independen, berfungsi memberikan pertimbangan diberbagai bidang
kebijakan daerah, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan ekonomi Islami.®

Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam, serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor

104 Sulaiman, M. (2007). “Peranan Ulama dalam Sejarah Aceh”. Jurnal llmu Sosial dan
limu Politik, 10(2), 45-67.

105 Zainuddin, A. (2020). “MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat
Islam”. Buletin Penelitian Sosial dan Agama, 7(1), 50-72.

106 peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001. (2001).
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43 Tahun 2001 yang memperkuat organisasi ini. Pada tahun 2001, Musyawarah

Ulama se-Aceh membentuk kepengurusan MPU yang baru, dengan igrar sumpah

dilakukan pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M)%7,
Keberadaan MPU semakin kokoh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU.

MPU Aceh kini diakui sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam mengawal pelaksanaan syariat

Islam di Aceh. Hal ini menjadikan MPU sebagai lembaga yang berperan strategis

dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan kelslaman di Aceh sesuai dengan

karakteristik dan tradisi daerah tersebut.
2. Visi dan Misi

Visi:108

“Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”

Misi:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam
penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan
daerah;

2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan
daerah berdasarkan syariat Islam;

3. Menetapkan fatwa;

4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan ganun;

5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan
masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran;

6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh;

7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan
pendokementasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat

Islam.

107 Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja MPU. (2000).

108 Zainuddin, A. (2020). “MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat
Islam”. Buletin Penelitian Sosial dan Agama, 7(1), 50-72.
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3. Fungsi, Wewenang, dan Tugas

Fungsi:

Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh:

1. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan
terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah,
pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang
pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.

2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran
Islam.

Kewenangan:1®

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh:

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam
masalah keagamaan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009):

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi,
sosial budaya dan kemasyarakatan.

2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan
baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Tugas:!*°

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh,

yaitu:

109 Zainuddin, A. (2020). “MPU Aceh: Sejarah, Visi, dan Misi dalam Pemberdayaan Syariat
Islam”. Buletin Penelitian Sosial dan Agama, 7(1), 50-72.

110 Hasan, N. (2012). Transformasi Peran Ulama di Aceh dalam Konteks Sosial dan Politik.
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sejarah dan Kebudayaan Aceh.
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1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan
DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari’at Islam.

2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan
daerah berdasarkan syari’at Islam.

3. Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan
pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at
Islam.

4. Melakukan Pengkaderan Ulama.

STRUKTUR SEKRETARIAT MPU ACEH BERDASARKAN

o
P topals wesearat

Kelompok Jabatan
Fungsianal

Laiug rnam
Fzal Fablef, SH, MIc.Oev
berteo
WP 7800 200004 1084

2. Kabbag (orankas Abit

Qwnl Candra, ST MT
noses

A 1976250 200604 1037

: Atasan Langsung

~~~~~~~ Garis Pembinaan

Gambar 4. 1 Bagan Struktur Kesekretariatan MPU Aceh
B. Karakteristik Responden

Para responden yang telah melakukan pengisian kuesioner kemudian akan
diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, pendapatan per
bulan, dan sudah berapa lama bermain judi online. Identifikasi ini dilakukan untuk

mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian (Lampiran 3).
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1. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan karakteristik menurut jenis kelamin akan dilihat jumlah
distribusi responden laki-laki dan perempuan, yang hasilnya dapat dilihat pada

Tabel 4.1 berikut ini.
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden

: : Frekuensi
No. Jenis Kelamin (Orang) (Persen)
1 Laki-laki 65 65,00
2 Perempuan 35 35,00
Jumlah 100 100,00
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data
diolah).

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden berjenis
kelamin laki-laki yaitu 65 orang (65,00%), sedangkan perempuan sebanyak 35
orang (35,00%). Hal ini menunjukkan bahwa permainan judi online lebih di minati

oleh kaum laki-laki dari pada perempuan.

2. Berdasarkan Umur Responden

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dibuat klasifikasi

seperti berikut ini.
Tabel 4. 2 Umur Responden

No. Umur Frekuensi
(Orang) (Persen)
1 < 25 tahun 27 27,00
2 25 - 30 tahun 56 56,00
3 31 - 40 tahun 16 16,00
4 > 41 tahun 1 1,00
Jumlah 100 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden

berumur 25 sampai dengan 30 tahun sebanyak 56 orang (56,00%), di bawah 25
tahun sebanyak 27 orang (27,00%), 31 sampai dengan 40 tahun ada 16 orang
(16,00%), dan yang berumur di atas 41 tahun hanya ada 1 orang saja (1,00%).
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3. Berdasarkan Pekerjaan Responden
Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat berikut
ini.

Tabel 4. 3 Jenis Pekerjaan Responden

. . Frekuensi
No. Jenis Pekerjaan (Orang) (Persen)
1 Wiraswasta 36 36,00
2 PNS 26 26,00
3 BUMN 9 9,00
4 PS 15 15,00
5 Lain-lain 14 14,00
Jumlah 100 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden
bekerja sebagai Wiraswasta sebanyak 36 orang (36,00%), diikuti oleh PNS
sebanyak 26 orang (26,00%), kemudian BUMN sebanyak 9 orang (9,00%), PS
sebanyak 15 orang (15,00%), dan lain-lain sebanyak 14 orang (10,00%).

4. Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Responden

Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per bulan dapat dilihat
sebagai berikut..
Tabel 4. 4 Pendapatan Per Bulan Responden

Frekuensi
No. Pendapatan Per Bulan (Orang) (Persen)
1 <Rp2.000.000,00 21 21,00
2 > Rp2.000.000,00 s/d Rp3.000.000,00 47 47,00
3 > Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00 21 21,00
4 > Rp4.000.000,00 11 11,00
Jumlah 100 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden
mempunyai pendapatan perbulan di atas Rp2.000.000,00 sampai dengan
Rp3.000.000,00 yaitu ada 47 orang (47,00%), diikuti di atas Rp3.000.000,00
sampai dengan Rp4.000.000,00 per bulan sebanyak 21 orang (21,00%), sama
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jumlahnya dengan yang berpendapatan di bawah atau sama dengan Rp2.000.000,00
per bulan yaitu sebanyak 21 orang (21,00%), dan sisanya yang berpendapatan per
bulan mencapai di atas Rp4.000.000,00 yaitu ada sebanyak 11 orang (11,00%).

5. Berdasarkan Lamanya Responden Terlibat Judi Online

Karakteristik responden berdasarkan lamanya responden terlibat judi online
dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 4. 5 Lamanya Responden Terlibat Judi Online

No Lamanya Responden Terlibat Judi Frekuensi
' Online (Orang) (Persen)
1 <1 tahun 16 16,00
2 > 1 -5tahun 2 2,00
3 > 5 tahun 82 82,00
Jumlah 100 100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden telah
ikut perjudian online selama di atas 5 tahun yaitu ada 82 orang (82,00%), diikuti di
atas 1 tahun sebanyak 16 orang (16,00%), sisanya hanya ada 2 orang (2,00%) yang
terlibat judi online sejak 1 sampai 5 tahun yang lalu sampai sekarang.

C. Analisa Statistik Deskriptif

Analisa statistik deskriptif ini dilakukan berdasarkan hasil pernyataan
responden pada masing-masing pernyataaan di setiap variabel (Lampiran 4).

1. Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat

Analisa statistik deskriptif terhadap variabel kepatuhan masyarakat dapat
dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Penjelasan Responden Mengenai Kepatuhan Masyarakat
Kepatuhan Masyarakat
No. Pernyataan SS 5 Cs Ts sts 4 Mean
1 Saya memahami bahwa fatwa 38 8 47 7 100 3,770
MPU Aceh melarang segala
bentuk judi online.
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2  Saya setuju dengan pelarangan 50 6 36 8 100 3,980
judi online berdasarkan fatwa
MPU Aceh.

3 Saya merasa fatwa MPU Aceh 39 13 47 1 100 3,900

tentang judi online sudah
disosialisasikan dengan baik
kepada masyarakat.

4  Saya mengikuti anjuran fatwa 36 11 44 9 100 3,740
MPU Aceh untuk tidak terlibat
dalam aktivitas judi online.

5 Saya percaya bahwa judionline 37 9 50 4 100 3,790
melanggar norma-norma agama
dan sosial di Aceh.

6 Saya merasa fatwa MPU Aceh 29 13 53 5 100 3,660
efektif dalam  menurunkan
angka partisipasi judi online di
kalangan masyarakat.

7 Saya melihat ada penegakan 40 4 49 7 100 3,770
hukum vyang tegas terkait
pelanggaran  judi online
berdasarkan fatwa MPU Aceh.

8 Saya merasa ada konsekuensi 30 13 50 7 100 3,660
sosial atau hukum yang
signifikan bagi pelanggar fatwa
terkait judi online di Aceh.

9 Saya percaya bahwa adanya 41 19 34 6 100 3,950
fatwa MPU Aceh membuat
saya lebih berhati-hati dalam
menggunakan internet.

10 Saya mendukung langkah 50 11 27 12 100 3,990
pemerintah dalam menerapkan
Qanun Aceh yang memperkuat
pelarangan judi online.

Rata-rata 3,821
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut menjelaskan kecenderungan responden pada
skala 3 (cukup setuju) yaitu tepatnya di angka 3,821 yang mengartikan bahwa
masyarakat cukup patuh terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.
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2. Penjelasan Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

Analisa  statistik  deskriptif

terhadap

variabel

Fatwa

Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online dapat

dilihat sebagai berikut

Tabel 4. 7 Responden Mengenai Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

No.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Judi Online

Ttl

Pernyataan

SS § CS TS STS

Mean

Praktik judi online
menyebabkan peningkatan
beban hutang pada individu
yang terlibat.

Keterlibatan dalam judi online
mengurangi produktivitas kerja
seseorang.

Judi online berkontribusi pada
peningkatan angka
pengangguran akibat
kebangkrutan pribadi.

Praktik judi online
menyebabkan keretakan
hubungan keluarga dan sosial.

Masyarakat mengalami
kerugian ~ ekonomi  secara
keseluruhan akibat maraknya
judi online.

Judi online meningkatkan risiko
terjadinya tindakan kriminal
seperti penipuan dan pencurian.

Keterlibatan dalam judi online
dapat menyebabkan masalah
kesehatan mental seperti stres
dan depresi.

Pengeluaran finansial untuk
judi online mengurangi
kemampuan individu untuk
memenuhi kebutuhan dasar.

49 13 33
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36

35

31

30

36
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22

19

19

30
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20

32

38

35

35

25

42

25

5

16
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18

100

100

100

100

100

100

100

99

4,060

3,990

3,540

3,810

3,780

3,780

3,640

3,740
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9 Judi online mengganggu 41 15 28 16 100 3,810
tatanan sosial dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat.

10 Maraknya judi online 43 15 34 8 100 3,930
mempengaruhi generasi muda
dengan memperkenalkan
mereka pada perilaku

kecanduan judi sejak dini.

Rata-rata 3,808
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 4.7 tersebut menjelaskan kecenderungan responden
pada skala 3 (cukup setuju) yaitu tepatnya di angka 3,808 yang mengartikan adanya
bahwa Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Judi Online dirasakan kurang perlu dalam masyarakat.

D. Analisis Statistik Inferensial
1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang
dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik yang akan
dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas
(Lampiran 5).

a. Hasil Uji Normalitas
1) Kurva Normal P-P Plot

Kurva normal p-p plot untuk pengujian normalitas regresi linear antara
kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
nomor 1 tahun 2016 tentang judi online dengan mengunakan analisis grafik dapat

dilihat hasilnya yaitu.
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat
1.0

0.6

Expected Cum Prob
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Gambar 4. 2 Kurva Normal P-P Plot Kepatuhan Masyarakat Terhadap
Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Judi Online
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Dari gambar grafik dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan
menunjukkan indikasi normal, di mana analisis dari grafik di atas terlihat titik-titik
menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan
masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya yaitu kepatuhan Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online.

2) Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik histogram
dapat dilihat berikut ini.

Histogram

Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Mean = -7 55E-17
20 Std. Dev. = 0,995
N =100

~a

Frequency

5

T T T
-3 -2 -1 o] 1 2 3

Regression Standardized Residual

Gambar 4. 3 Grafik Histogram
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Berdasarkan Gambar 4.3. dapat dilihat grafik histogramnya menunjukkan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kejadian yang menginformasikan terjadinya
hubungan antar variabel independen dan untuk mengetahui besarnya hibungan
variabel independen. Jika terjadi hibungan cukup besar maka akan menyebabkan
kegagalan analisis regresi linier. Uintuk mengetahui adanya multikolinieritas
digunakan persamaan varian inflasi (VIF). Jika nilai faktor varian inflasi (VIF) 4-5
maka efek multikolinieritas tidak berbahaya, dan jika nilai faktor varian inflasi
(VIF) > 5 maka indikasi terjadinya multikolinieritas yang berbahaya atau
mengakibatkan kegagalan dalam analisis regresi linier. Hasil uji multikolinieritas
dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Pengujian Multikolinieritas
Collinierity Statistics

Model Variabel Tolerance VIF
1 (Constant)
Fatwa Majelis Permusyawaratan 1,000 1,000

Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Judi Online
a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah).

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa semua variabel independen bernilai
VIF < 5, jadi dapat disimpulkan bahwa efek multikolinieritas bukan merupakan
permasalahan yang berarti atau yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam
analisis regresi linier antara kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.3 terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak
membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada
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model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk prediksi kepatuhan

masyarakat berdasarkan masukan variabel independennya.

Gambar 4. 4 Kurva Scatter Plot Kepatuhan Masyarakat terhadap Fatwa

Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat
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Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi

Online
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

E. Hasil Regresi Linier Sederhana

1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan data primer yang telah diolah diperoleh hasil regresi linier

sederhana dapat dilihat pada tabel berikut (Lampiran 5).

Tabel 4. 9 Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients?

Unstandardized

Standardiz
ed

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 24,780 5,439 4,556 ,000
Fatwa Majelis
Permusyawaratan
Ulama Aceh Nomor ,353 ,142 ,243 2,478 ,015
1 Tahun 2016
Tentang Judi Online

a. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.9 maka persamaan regresi linier sederhana dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y =24,780 + 0,353X

Persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut:
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1. Nilai konstanta (a) adalah positif yaitu sebesar 24,780 hal ini menunjukkan
bahwa kepatuhan masyarakat tetap ada sebesar 24,780 walaupun tanpa
melibatkan variabel Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1
tahun 2016 tentang judi online.

2. Koefisien regresi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun
2016 tentang judi online (b) adalah berhubungan searah dan bernilai positif
yaitu sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online

maka kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat.

2. Hasil Uji Koefisien Regresi

Adapun hasil olah data mengenai nilai koefisien regresi (R) dapat dijelaskan
berdasarkan tabel di bawah ini.
Tabel 4. 10 Nilai Koefisien Regresi (R)

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 ,2432 ,059 ,049 4,63634
a. Predictors: (Constant), Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

b. Dependent Variable: Kepatuhan Masyarakat

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas diperoleh nilai R sebesar 0,243 ini berarti
keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah lemah, dan
berlereng positif (karena nilai r berada < 0,5, hubungan X dan Y lemah (+)). Jadi
dapat dianalisis bahwa adanya hubungan yang positifsignifkan (nyata) antara Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online dan
kepatuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat MUI yang menyatakan tak

perlu fatwa judi "online" karena sudah haram di Al Quran.!!

11 Antara, “MUI Sebut Tak Perlu Fatwa Judi ‘Online’ Karena Sudah Haram Di Al Quran,”
Antara, 2024, 1, https://www.antaranews.com/berita/4216831/mui-sebut-tak-perlu-fatwa-judi-
online-karena-sudah-haram-di-al-quran.
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3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui pengaruh variabel kepatuhan masyarakat terhadap Fatwa
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online
dapat dilihat hasil perhitungan dalam model summary, khususnya nilai R square
yang ditunjukkan Tabel 4.10 tersebut menyatakan bahwa besarnya nilai R Square
(R?) adalah 0,059. Nilai tersebut digunakan untuk melihat besarnya pengaruh
variabel bebas yaitu Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun
2016 tentang judi online terhadap kepatuhan masyarakat dengan cara menghitung
koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus berikut:

KD = R? x 100%

KD = 0,059 x 100%

KD =5,90%

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online di Kota
Langsa hanya 5,90% sedangkan sisanya sebesar 94,10% (100,00%-5,90%)
dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat yang dapat
diterangkan dengan menggunakan variabel Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama
Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online di Kota Langsa sebesar 5,90%.
Sementara pengaruh lainnya sebesar 94,10% disebabkan oleh variabel-variabel di
luar model ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hikmah
(2024) untuk mengatasi kasus judi online di Kabupaten Ngawi, beberapa ormas dan
pemerintah melakukan Gerakan “Stop Judi Online” yang disosialisasikan instansi
ataupun ormas di kabupaten Ngawi, diharapkan dapat mengendalikan laju
peningkatan pelaku judi. Gerakan ini dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat

dari judi.tt?

112 Hanifah Hikmawati, “Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi Online
Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” Kartika: Jurnal Studi Keislaman. 4, no. 2
(2024): 187, file:///C:/Users/Windows’7/Downloads/Hanifah+Hikmawati+-+Judol_MUI+186-
200.pdf.
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Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Fitri (2023) yang
menemukan bahwa masyarakat tetap bermain judi online meskipun telah
mengetahui tentang fatwa larangan bermain judi online, yaitu disebabkan tidak
adanya kegiatan atau pengisi waktu luang, susahnya bekerja sambil berkuliah,
mengikuti trend, sarana hiburan dari tugas yang banyak, serta untuk memenuhi rasa
keingintahuan akan game tersebut.!*®

4. Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut diketahui hasil perhitungan diperoleh angka
t hitung sebesar 2,478. Nilai t tabel yang diperoleh dari df = n- 2 =100 - 2 = 98
maka posisi t tabel sebesar 0,6770. Berarti nilai t hitung 2,478 berada di atas nilai t
tabel 0,677 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima secara teoritis. Bahwa
memang benar ada pengauh antara Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
nomor 1 tahun 2016 tentang judi online di Kota Langsa dengan kepatuhan

masyarakat.

F. Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh MPU Aceh dalam

Memberantas Judi Online di Kota Langsa

Dalam upaya memberantas judi online di Kota Langsa, MPU Aceh telah
menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2016 sebagai tanggapan terhadap semakin
meluasnya praktik judi online yang melanggar norma agama dan hukum di Aceh.
Fatwa ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menegakkan syariat Islam,
khususnya terkait pelarangan judi online yang kini semakin mudah diakses melalui
perkembangan teknologi.'** Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan
ini menyoroti beberapa aspek yang mengindikasikan keberhasilan sosialisasi fatwa
serta tantangan yang masih dihadapi oleh MPU dalam melaksanakan kebijakan

tersebut.

13 Sari and Kholil, “Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online,” 116.
114 Nazaruddin, “Sekretaris Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa,
Wawancara” (Langsa, 2025).
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Langsa,
kebanyakan cukup faham tentang Fatwa MPU Aceh mengenai pelarangan judi
online. Ini merupakan pencapaian positif yang mengindikasikan bahwa sosialisasi
yang dilakukan oleh MPU, baik melalui penyuluhan langsung, pengajian, maupun
publikasi di media massa dan media sosial, telah berhasil menjangkau sebagian
besar lapisan masyarakat. Sosialisasi ini juga didukung oleh instansi terkait seperti
Dinas Syariat Islam dan Satpol PP yang turut aktif dalam menyebarluaskan isi
fatwall®,

Walaupun masih ada sekitar responden yang mengaku tidak memahami
fatwa secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi
sudah menjangkau sebagian besar masyarakat, ada lapisan masyarakat yang belum
tersentuh oleh informasi ini, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin
kurang terakses oleh media sosial, atau mereka yang berada di daerah terpencil. Hal
ini menandakan perlunya penguatan dalam metode sosialisasi, seperti dengan
melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama lokal, dan melalui pendekatan yang
lebih personal dan berbasis komunitas. Sosialisasi yang intensif dan komprehensif
sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami
fatwa tersebut dan mampu menerapkan aturan yang ditetapkan.

Mayoritas masyarakat Kota Langsa menunjukkan pemahaman yang baik
mengenai fatwa ini, namun, sosialisasi yang dilakukan oleh MPU belum
sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi fatwa di Aceh
sering kali bergantung pada pendekatan tradisional melalui pengajian dan khutbah
di masjid. Meskipun pendekatan ini efektif untuk komunitas yang sering terlibat
dalam kegiatan keagamaan, ia menyarankan perlunya memperluas metode
sosialisasi ke ranah digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih muda dan
lebih akrab dengan teknologi.

Penggunaan teknologi informasi dalam sosialisasi memang Kkrusial,

mengingat perkembangan judi online sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.

115 Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa,
116 Kamaruzzaman, “Kepala Dinas Kantor Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa,
Wawancara” (Langsa, 2025).
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Syamsuddin, seorang sosiolog di Universitas Syiah Kuala, menekankan bahwa
generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh judi online.
Oleh karena itu, sosialisasi melalui media sosial dan kampanye digital menjadi
penting untuk memastikan bahwa pesan moral dan hukum dapat diterima oleh
generasi muda yang sering kali menjadi target iklan judi online®’.

Penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dalam
menyebarluaskan fatwa. Misalnya, kampanye digital melalui platform populer yang
diakses oleh masyarakat muda, seperti aplikasi perpesanan atau platform media
sosial yang lebih interaktif. Dengan demikian, MPU dapat menjangkau generasi
muda yang lebih akrab dengan teknologi dan rentan terhadap pengaruh judi online
yang kerap kali diselubungi oleh promosi di dunia maya.

Dalam implementasi fatwa ini, kerjasama antara MPU, pemerintah daerah,
serta aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sangat krusial.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung
penegakan fatwa ini dan percaya pada tindakan aparat penegak hukum. Namun,
tantangan utama dalam penegakan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia
dan fasilitas untuk mengawasi serta menindak pelanggaran judi online. Meskipun
masyarakat menunjukkan pemahaman yang baik, ketidakpatuhan sebagian kecil
orang masih menjadi kendala, terutama ketika penegakan hukum tidak berjalan
optimal.

Koordinasi antara lembaga-lembaga terkait harus terus diperkuat untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Aparat penegak hukum juga perlu
diberikan pelatihan khusus terkait penanganan pelanggaran judi online, yang sering
kali terjadi melalui perangkat teknologi yang sulit dilacak. Selain itu, penggunaan
teknologi seperti sistem monitoring digital dapat membantu dalam pengawasan
aktivitas online yang mencurigakan. !

Selain tingkat pemahaman terhadap fatwa, persepsi masyarakat mengenai

dampak sosial dan agama dari judi online juga berperan penting dalam keberhasilan

17 Syamsuddin, T. "Persepsi Masyarakat Terhadap Judi Online dan Solusi Berbasis
Teknologi." Jurnal Sosiologi Islam 8, no. 2 (2021): 134-150.
118 Rizal, “Kepala Sekretariat MPU Kota Langsa, Wawancara.”
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implementasi kebijakan ini. Sebagian besar responden menyatakan bahwa
pelarangan judi online sejalan dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang berlaku
di Aceh. Judi online dipandang merusak tatanan sosial, memicu masalah ekonomi
dalam keluarga, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Persepsi ini
menjadi fondasi bagi dukungan masyarakat terhadap pelarangan tersebut?®,
Namun, ada sebagian kecil masyarakat yang cukup setuju atau bahkan menolak
pelarangan ini. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap aspek
moral atau karena judi online dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan. Kondisi
ini memerlukan pendekatan yang lebih personal dalam menyampaikan pesan-pesan
moral dan agama yang diusung oleh MPU. Sosialisasi tidak hanya dilakukan
dengan metode penyampaian informasi, tetapi juga melalui dialog yang melibatkan
masyarakat dalam diskusi mengenai dampak negatif dari judi online, baik secara
agama, sosial, maupun ekonomi. Tantangan besar yang dihadapi MPU adalah
menjaga kesinambungan upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap fatwa
tersebut. Judi online terus berkembang, dengan modus-modus baru yang lebih sulit
dideteksi. Hal ini memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta
sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat selalu diingatkan
tentang larangan ini.

Selain itu, tantangan dari sisi pengawasan terhadap perkembangan teknologi
menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh MPU. Judi online
yang semakin canggih, dengan penggunaan jaringan tersembunyi seperti dark web
atau melalui aplikasi-aplikasi yang tidak mudah diakses secara umum,
membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dari pihak berwenang. MPU perlu
bekerja sama dengan pakar teknologi dan lembaga-lembaga yang memiliki
kemampuan dalam memantau aktivitas digital yang melanggar hukum.

Tantangan besar dalam implementasi fatwa ini terletak pada keterbatasan
sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran
judi online. Penelitian dari Dr. Azhari Azhar, pakar hukum pidana Islam di

Universitas Malikussaleh, menyoroti bahwa penegakan hukum di Aceh sering kali

119 Setiawati, Rina. "Analisis Keterlibatan Masyarakat dalam Penegakan Fatwa Judi Online
di Aceh." Jurnal Penelitian Masyarakat dan Budaya 18, no. 3 (2022): 225-240.
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terbatas oleh kemampuan aparat dalam menangani pelanggaran yang melibatkan
teknologi. la menyatakan bahwa judi online, dengan sifatnya yang sulit dilacak,
membutuhkan keahlian khusus dan perangkat teknologi yang canggih untuk dapat
diawasi secara efektif'%,

Dr. Chairil Hadi, yang juga melakukan penelitian tentang penegakan syariat
Islam di Aceh, menyarankan bahwa peningkatan kerjasama dengan lembaga-
lembaga nasional seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
serta melibatkan pakar teknologi di Aceh dapat membantu dalam memperkuat
pengawasan terhadap situs-situs judi online. Tanpa pemanfaatan teknologi yang
memadai, penegakan hukum atas pelarangan judi online akan sulit dilakukan secara
optimal*?t,

Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelarangan
judi online di Kota Langsa menunjukkan hasil yang cukup baik dalam hal
pemahaman dan dukungan masyarakat. Namun, beberapa tantangan seperti
keterbatasan sosialisasi, penegakan hukum yang belum optimal, serta
perkembangan teknologi judi online yang cepat menjadi kendala yang harus segera
diatasi. Dengan peningkatan kerjasama antara MPU, aparat penegak hukum, serta
pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan
lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dalam memberantas judi
online di Kota Langsa dan Aceh secara keseluruhan'??,

Implementasi kebijakan MPU dalam memberantas judi online di Kota
Langsa menunjukkan hasil yang positif, dengan pemahaman dan dukungan
masyarakat yang tinggi terhadap fatwa yang diterbitkan. Meskipun ada tantangan
dalam sosialisasi dan penegakan hukum, upaya yang dilakukan oleh MPU telah
memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Diperlukan
kolaborasi yang lebih erat antara MPU, pemerintah, dan masyarakat untuk

memastikan keberhasilan kebijakan ini dalam jangka panjang. Keberhasilan

120 Azhar, Azhari. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online di Aceh: Tinjauan Hukum
Pidana Islam." Jurnal Hukum dan Pembangunan 4, no. 1 (2023): 55-70.

121 Hadi, Chairil. "Kerjasama MPU dan Lembaga Negara dalam Penegakan Syariat Islam
di Aceh." Jurnal llmu Syariah 11, no. 2 (2023): 78-90.

122 Hadi, Chairil. "Kerjasama MPU dan Lembaga Negara dalam Penegakan Syariat Islam
di Aceh." Jurnal llmu Syariah 11, no. 2 (2023): 78-90.
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implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada upaya yang terus menerus
dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap

norma-norma agama dan hukum.?

G. Efektivitas Pengawasan Yang Dilakukan Oleh MPU Aceh Terhadap
Praktik Judi Online Di Kota Langsa

Pengawasan yang dilakukan oleh MPU Aceh terhadap praktik judi online di
Kota Langsa merupakan salah satu aspek krusial dalam menilai efektivitas
implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap
larangan judi online, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum tetap ada.
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini  menemukan bahwa mayoritas responden memiliki
pemahaman yang baik mengenai fatwa MPU Aceh tentang pelarangan judi online.
Tingginya tingkat kesadaran ini berkontribusi secara signifikan terhadap dukungan
masyarakat terhadap upaya MPU dalam mengawasi dan memberantas praktik judi
online. Namun, meskipun pemahaman dan sikap masyarakat terhadap fatwa
tersebut tergolong positif, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi
online masih terus berlangsung*?*. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara pemahaman masyarakat dan pelaksanaan aturan di kehidupan sehari-hari,
yang mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum perlu
ditingkatkan agar fatwa dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

Dalam hal ini, Nazaruddin menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum
syariat, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan aktivitas yang melanggar
norma agama seperti judi online, sosialisasi yang kuat tidak cukup jika tidak
diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas. Lanjutnya lagi,
tantangan utama dalam penegakan fatwa seperti pelarangan judi online adalah
penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten di seluruh wilayah. Hal ini

123 Damanik, “Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara.”
124 Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa.
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disebabkan oleh kompleksitas sistem hukum yang memerlukan koordinasi lintas
lembaga, baik itu MPU, Satpol PP, kepolisian, dan lembaga lainnya yang terlibat
dalam penegakan syariat.'?°

Selain itu, Ichwan Azhari, seorang sosiolog menyoroti bahwa kesenjangan
antara pemahaman masyarakat dan implementasi hukum sering kali disebabkan
oleh faktor sosial-ekonomi. Dalam banyak kasus, meskipun masyarakat menyadari
dan mendukung pelarangan judi online, godaan untuk tetap terlibat dalam aktivitas
tersebut tidak dapat dihindari, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi
ekonomi sulit. Menurut Ichwan Azhari, judi online sering kali dipandang sebagai
jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan secara cepat, meskipun melanggar
hukum agama dan negara'®®. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya
pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup aspek hukum dan
agama, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial yang menjadi latar belakang individu-
individu yang terlibat dalam praktik ini.

Dalam konteks ini, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menutup
celah-celah yang memungkinkan judi online terus beroperasi. Syahrul Mahmud,
seorang ahli di bidang hukum Islam, menekankan bahwa keberhasilan pengawasan
terhadap pelanggaran syariat, termasuk judi online, sangat tergantung pada tiga
elemen utama: partisipasi masyarakat, kesiapan teknologi pengawasan, dan
kapasitas aparat penegak hukum. Syahrul Mahmud menambahkan bahwa dengan
perkembangan teknologi digital yang pesat, pengawasan terhadap judi online tidak
bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Penggunaan teknologi
canggih, seperti pemantauan aktivitas online dan aplikasi deteksi, dapat membantu
aparat hukum dalam mengidentifikasi pelanggaran secara lebih efektif dan cepat®?’.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman
dan dukungan masyarakat terhadap fatwa MPU tentang pelarangan judi online

sudah baik, tantangan nyata dalam pelaksanaannya mencakup aspek pengawasan

125 Nazaruddin, “Sekretaris Kantor Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kota Langsa,
Wawancara.”

126 Azhari, Ichwan. Sosiologi Agama dan Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia,
2018.h.43

127 Mahmud, Syahrul. Pengawasan Syariat di Era Digital: Tantangan dan Solusi.
Yogyakarta: LKiS, 2019.h.66
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dan penegakan hukum yang memadai. Tanpa pengawasan yang lebih ketat dan
sistem hukum yang efektif, praktik judi online akan terus ada meskipun telah
dilarang secara agama dan hukum. Di samping itu, pendekatan yang lebih
menyeluruh, termasuk penanganan aspek sosial-ekonomi, diperlukan untuk
mengatasi akar masalah yang membuat masyarakat tetap terlibat dalam aktivitas
ilegal ini.

2. Peran MPU dalam Pengawasan

MPU Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan fatwa
serta mengawasi penerapan fatwa tersebut, terutama dalam konteks pelarangan judi
online. Fatwa MPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelarangan judi online
merupakan langkah strategis dalam menegakkan syariat Islam di Aceh. Namun,
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa efektivitas
pengawasan terhadap pelanggaran fatwa ini masih terkendala oleh beberapa faktor,
dan upaya pengawasan tersebut dirasakan kurang optimal oleh sebagian
masyarakat.

Kebanyakan responden menyatakan cukup puas terhadap penegakan hukum
yang dilakukan oleh MPU, yang mengindikasikan bahwa upaya yang ada sudah
memberikan dampak. Namun, merasa penegakan hukum masih lemah'?8. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia,
keterbatasan infrastruktur, serta kompleksitas pengawasan terhadap aktivitas judi
online yang terus berkembang seiring dengan teknologi'?°.

Dalam konteks ini, beberapa ahli dan akademisi di Indonesia telah mengkaji
tantangan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pelanggaran hukum di ranah
digital. Faisal Riza, seorang peneliti dalam bidang hukum siber dan pengawasan
regulasi, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengawasan
terhadap judi online adalah “percepatan perkembangan teknologi yang jauh lebih
cepat dibandingkan dengan kemampuan penegakan hukum.” Ia menekankan bahwa

modus operandi dalam judi online sering kali tersembunyi di balik berbagai

128 Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa.
129 Rachman Hakim. "Komunikasi Sosial dalam Konteks Kampanye Larangan Judi Online
di Aceh." Jurnal Komunikasi dan Sosial 5, no. 1 (2018): 45-60.



84

platform digital yang sulit dideteksi secara konvensional®. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan teknologi yang lebih mutakhir dan integrasi data yang lebih
kuat antara lembaga pengawas untuk mengoptimalkan penegakan hukum.

Sementara itu, Nurhadi Purnomo, seorang akademisi dalam bidang hukum
Islam dan syariat, menyoroti pentingnya "koordinasi antar lembaga" dalam
menegakkan fatwa MPU. Menurutnya, peran MPU dalam memberikan fatwa harus
didukung oleh tindakan konkret dari instansi penegak hukum seperti Satpol PP,
kepolisian, dan lembaga pengawas lainnya. Namun, dia juga mengakui bahwa
sering kali koordinasi antar lembaga ini berjalan kurang efektif, terutama ketika
menghadapi pelanggaran yang berbasis teknologi seperti judi online. Nurhadi
berpendapat bahwa penguatan kapasitas lembaga-lembaga ini, terutama dalam hal
sumber daya manusia dan keterampilan teknologi, adalah kunci untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan?3!,

Menurut Muhammad efektivitas pengawasan MPU tidak hanya terkait
dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan dukungan masyarakat. Kebijakan
fatwa, seperti larangan judi online, akan lebih efektif jika masyarakat turut berperan
dalam mengawasi praktik-praktik tersebut. Dedi menekankan bahwa judi online,
selain melanggar hukum agama, juga merusak tatanan sosial dan ekonomi
masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan masyarakat perlu
ditingkatkan, agar setiap lapisan masyarakat memiliki kesadaran untuk menolak
aktivitas judi online, bukan hanya karena ancaman hukum, tetapi juga karena
pemahaman terhadap dampak negatifnya.!?

Dari perspektif para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya
pengawasan MPU terhadap pelanggaran judi online di Kota Langsa dan Aceh
secara keseluruhan tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan satu
pendekatan. Pendekatan yang multidimensi, yang melibatkan peningkatan

kapasitas teknologi, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat, sangat

130 Riza, Faisal. "Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital: Studi Kasus Judi Online."
Jurnal Hukum Siber 2, no. 3 (2020): 80-95.

131 Purnomo, Nurhadi. "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penegakan Syariat Islam di
Aceh." Jurnal Syariat dan Hukum 4, no. 1 (2020): 15-30.
182 Muhammad, “Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara.”
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diperlukan.

Dalam kaitan ini, MPU mungkin dapat mempertimbangkan untuk bekerja
sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keahlian dalam pengawasan
teknologi, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk memantau
aktivitas judi online secara lebih efektif. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif
dan berbasis komunitas juga harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya paham
tentang larangan tersebut, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengawasan sosial
terhadap pelanggaran hukum syariat ini*33,

Dengan demikian, MPU dapat memperkuat perannya tidak hanya sebagai
pemberi fatwa, tetapi juga sebagai institusi yang mampu bekerja sama secara
sinergis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun

masyarakat, dalam memberantas judi online secara efektif dan berkelanjutan.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Efektivitas pengawasan MPU Aceh dalam memberantas judi online tidak
hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga pada koordinasi yang solid
dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP, dan
Wilayatul Hisbah. Kolaborasi yang baik antara MPU dan lembaga-lembaga ini
sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan serta penegakan
hukum. Pengawasan yang kuat akan memberikan efek jera bagi pelaku judi online,
serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MPU dan Qanun Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan responden cukup
mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan Qanun Aceh yang memperkuat
pelarangan judi online. Dukungan kuat dari masyarakat ini mencerminkan
tingginya harapan terhadap tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah dan MPU
dalam memberantas praktik judi online®®*. Dukungan ini juga menunjukkan bahwa
masyarakat menaruh kepercayaan besar kepada aparat penegak hukum dalam

menindak pelanggar fatwa dan Qanun, yang diharapkan dapat berjalan efektif

133 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Pengawasan Aktivitas Online: Strategi
Melawan Judi Online." Diakses dari bssn.go.id (diakses 25 Oktober 2024).
134 Hasil Data Kuesioner terhadap 100 sampel Masyarakat Kota Langsa
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melalui pengawasan yang komprehensif.

Pendapat ahli yang relevan terkait pengawasan dan penegakan hukum di
Aceh menyatakan pentingnya peran koordinasi lintas lembaga dalam penerapan
syariat Islam. Menurut Dr. Faisal Ali, seorang pakar hukum syariah dan Ketua MPU
Aceh, penegakan hukum syariah, termasuk pelarangan judi online, tidak akan
berhasil jika dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah. la menekankan bahwa
sinergi antara MPU, Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam harus
dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan
tindakan hukum yang konsisten dan menyeluruh. Dr. Faisal Ali juga menyatakan
bahwa "kolaborasi yang baik tidak hanya diperlukan dalam hal penegakan hukum,
tetapi juga dalam proses edukasi masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar
paham dan sadar akan pentingnya menjalankan fatwa serta hukum Islam di
Aceh. 1"

Sementara itu, Kamaruzzaman, menekankan pentingnya penguatan sistem
pengawasan berbasis teknologi dalam menanggulangi judi online. Menurutnya,
perkembangan teknologi membuat praktik judi online lebih sulit dilacak melalui
metode konvensional. la menegaskan bahwa penegak hukum dan MPU harus
menggunakan teknologi terkini untuk mengawasi situs-situs judi online dan aplikasi
yang berpotensi melanggar hukum syariah. "Pemantauan dunia maya harus menjadi
prioritas, mengingat banyaknya pelanggaran yang terjadi di ruang digital”*3® Hal
ini selaras dengan pendapat masyarakat yang juga berharap adanya tindakan tegas
yang berbasis teknologi dalam memberantas judi online®®’,

Selain itu, seorang peneliti syariat Islam, Prof. Syahrizal Abbas,
menggarisbawahi pentingnya dukungan masyarakat dalam menegakkan kebijakan
terkait pelarangan judi online. Menurutnya, "dukungan masyarakat merupakan
salah satu pilar utama dalam keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.”

Tanpa keterlibatan masyarakat, upaya penegakan hukum dan pengawasan akan

135 Tim Peneliti Pusat Studi Syariat dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry. Laporan Penelitian
Tentang Penegakan Syariat Islam di Aceh. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).
1% Kamaruzzaman, “Kepala Dinas Kantor Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa,
Wawancara.”

137 Tagwaddin. "Peran Teknologi dalam Pengawasan Judi Online: Sebuah Tinjauan." Aceh
Post, 12 September 2023.
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sulit berjalan efektif. Dengan 80% masyarakat yang mendukung penerapan Qanun
Aceh, Prof. Syahrizal melihat hal ini sebagai peluang bagi MPU dan instansi terkait
untuk memperkuat kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan judi
online, misalnya melalui pelaporan partisipatif dan kegiatan sosialisasi yang lebih
intensif!38,

Dalam konteks ini, dukungan masyarakat yang besar terhadap pemerintah
dan MPU tidak hanya menjadi indikator positif dari segi kepatuhan, tetapi juga
membuka ruang bagi peningkatan kerja sama di tingkat akar rumput. Melalui
dukungan tersebut, MPU dan instansi terkait dapat memberdayakan masyarakat
untuk turut serta dalam pengawasan, sehingga praktik judi online dapat dicegah
lebih dini. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengawasan dapat
dilakukan lebih luas dan mendalam, terutama di ranah digital yang sulit diakses
oleh pengawas formal.

Dengan adanya sinergi yang baik antara MPU, aparat penegak hukum, dan
masyarakat, pengawasan terhadap pelarangan judi online akan semakin efektif. Hal
ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya kolaborasi
antar lembaga serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk
memastikan pelaksanaan fatwa dan Qanun berjalan sesuai harapan. Melalui
langkah-langkah strategis ini, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir,
sehingga norma agama dan hukum dapat ditegakkan dengan baik di Kota Langsa

dan Aceh secara keseluruhan.

4. Rekomendasi untuk Peningkatan Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik judi online di
Kota Langsa, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi strategis yang
didasarkan pada hasil temuan dan analisis mengenai implementasi Fatwa MPU
Nomor 1 Tahun 2016. Rekomendasi ini juga mendapat dukungan dari berbagai
pandangan ahli yang telah meneliti isu-isu terkait pengawasan dan pemberantasan

judi online, khususnya di Indonesia.

138 Abbas, Syahrizal. "Dukungan Masyarakat dalam Penegakan Syariat Islam." Kompas 1
Maret 2024,
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5. Meningkatkan Sosialisasi Melalui Berbagai Saluran Komunikasi

Salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini adalah peningkatan
sosialisasi fatwa MPU dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang
lebih efektif dan modern, seperti media sosial dan kampanye publik. Pandangan ini
didukung oleh hasil penelitian dari Zulkifli Hasan (2017), yang menyoroti
pentingnya peran komunikasi digital dalam menyebarkan norma-norma keagamaan
di masyarakat modern. Menurut Zulkifli, penggunaan media sosial seperti
Facebook, Instagram, dan WhatsApp memiliki potensi besar dalam menjangkau
audiens yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih rentan
terpapar praktik judi onlin®*%. Sosialisasi yang dilakukan melalui platform digital
ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi
langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya
judi online.

Di samping itu, Rachman Hakim (2018) menekankan perlunya pendekatan
komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif dalam kampanye sosial
keagamaan. Menurutnya, kampanye publik yang melibatkan diskusi interaktif dan
partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang
lebih mendalam tentang larangan judi online!®®. Dengan demikian, MPU dan
instansi terkait perlu lebih kreatif dalam menggunakan saluran komunikasi yang
sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat saat ini.

6. Memperkuat Kerjasama antara MPU dan Instansi Penegak Hukum

Rekomendasi selanjutnya adalah memperkuat kerjasama antara MPU dan
instansi penegak hukum, seperti Satpol PP, Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat
Islam, untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik judi
online. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Bahri menggarisbawahi pentingnya

sinergi antara lembaga keagamaan dan aparat penegak hukum dalam menjaga

139 Hasan, Zukifli. "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Normativitas Agama di
Kalangan Generasi Muda." Jurnal Komunikasi Islam 3, no. 2 (2017): 125-140.

140 Hakim, Rachman. "Komunikasi Sosial dalam Konteks Kampanye Larangan Judi Online
di Aceh." Jurnal Komunikasi dan Sosial 5, no. 1 (2018): 45-60.
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ketertiban sosial di masyarakat. Bahri menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat
antara MPU dan aparat hukum akan meningkatkan efektivitas penegakan fatwa,
terutama dalam menangani pelanggaran yang terjadi di ranah digital*4*.

Arief Budiman juga menekankan pentingnya pendekatan yang holistik
dalam menangani pelanggaran hukum berbasis teknologi seperti judi online.
Menurut Budiman, aparat hukum perlu dilengkapi dengan alat dan kemampuan
untuk mendeteksi dan melacak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui internet.
Dalam konteks ini, MPU juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam memberikan
panduan keagamaan serta berkolaborasi dengan penegak hukum untuk

mengembangkan sistem pengawasan digital yang lebih canggih42,

7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di MPU dan Instansi
Terkait

Dalam menghadapi tantangan pengawasan di era digital, kapasitas sumber
daya manusia (SDM) di MPU dan instansi terkait perlu ditingkatkan agar dapat
lebih responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah. Idris
Rahman, dalam penelitiannya tentang pengembangan kompetensi aparatur penegak
syariat Islam di Aceh, mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas SDM
merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum yang efektif. Menurutnya,
pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam hal teknologi informasi, cyber law,
serta metode pengawasan digital harus menjadi prioritas bagi aparat penegak
hukum dan pengawas syariat'*,

Rahman juga mengusulkan adanya program pelatihan berkelanjutan yang
dirancang secara khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan berbasis
teknologi, seperti judi online. Melalui program ini, MPU dan instansi terkait akan
mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam mengawasi aktivitas

digital yang semakin sulit dilacak. Selain itu, Siti Nurhasanah menekankan bahwa

141 Bahri, Samsul. "Sinergi Lembaga Keagamaan dan Penegak Hukum dalam Menjaga
Ketertiban Sosial." Media Syariah 8, no. 2 (2020): 99-113.

142 Arief Budiman. "Strategi Holistik dalam Penegakan Hukum di Era Digital." Jurnal
Penegakan Hukum 6, no. 1 (2019): 50-67.

143 Rahman, Idris. Pengembangan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum Syariat di Aceh.
Banda Aceh: Unsyiah Press, 2021.
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penguatan kapasitas SDM tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga
penguatan pemahaman moral dan etika dalam menjalankan tugas sebagai penegak
syariat,

Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini relevan
dengan tantangan yang dihadapi dalam memberantas judi online di era digital.
Pendapat ahli yang telah melakukan kajian terkait menunjukkan bahwa sosialisasi
yang lebih efektif, kerjasama lintas instansi yang solid, serta peningkatan kapasitas
SDM merupakan kunci sukses dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan
hukum terhadap praktik judi online. MPU Aceh, sebagai lembaga yang berperan
dalam menegakkan syariat, harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman
dan memanfaatkan teknologi modern serta meningkatkan kolaborasi dengan
berbagai pihak untuk memastikan fatwa yang mereka terbitkan dapat diterapkan
secara optimal di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh MPU terhadap praktik judi online di Kota
Langsa menunjukkan hasil yang variatif. Meskipun ada tingkat kesadaran dan
dukungan yang tinggi dari masyarakat, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan
masih perlu diatasi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui
koordinasi yang lebih baik, peningkatan sumber daya, dan sosialisasi yang lebih
intensif akan sangat penting untuk mencapai tujuan pelarangan judi online yang
lebih efektif.

H. Kendala Yang Dihadapi Oleh MPU Aceh Dalam Upaya Memberantas Judi

Online

Dalam upaya memberantas judi online di Kota Langsa, MPU Aceh
menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi
Fatwa Nomor 1 Tahun 2016. Kendala-kendala ini dapat dikelompokkan menjadi
beberapa aspek, yaitu sosialisasi, penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan

perkembangan teknologi.

144 Nurhasanah, Siti. "Dampak Sosial Judi Online terhadap Keluarga di Aceh: Tinjauan
Kualitatif." Jurnal Kajian Gender dan Anak 10, no. 1 (2021): 33-50.
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1. Sosialisasi Fatwa yang Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memahami isi
Fatwa MPU Aceh tentang larangan judi online, namun terdapat sebagian kecil
responden yang belum sepenuhnya mengerti atau menerima informasi secara
komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam metode
sosialisasi yang dilakukan oleh MPU, yang berakibat pada kurang optimalnya
penyampaian pesan terkait fatwa tersebut ke seluruh lapisan masyarakat?4°. Dalam
konteks ini, sosialisasi yang lebih luas dan strategis sangat diperlukan agar fatwa
bisa dipahami secara menyeluruh dan diterima oleh masyarakat dari berbagai latar
belakang.

Pendapat para ahli di Indonesia yang meneliti terkait sosialisasi kebijakan
juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam
penyebarluasan fatwa atau kebijakan agama. Salah satunya, Dr. Hilmi Firdaus
(2020), dalam penelitiannya tentang efektivitas sosialisasi kebijakan keagamaan di
masyarakat, menekankan bahwa “proses sosialisasi yang tidak hanya
mengandalkan metode satu arah, seperti ceramah dan media cetak, cenderung lebih
efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan teknologi
digital dan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dapat meningkatkan
pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang
disosialisasikan. 46"

Hal ini selaras dengan hasil penelitian ini, di mana pendekatan MPU yang
mungkin lebih fokus pada metode tradisional, seperti penyuluhan langsung dan
ceramah agama, perlu dikombinasikan dengan pendekatan modern seperti media
sosial dan forum diskusi berbasis komunitas. Menurut Rizki Ananda, seorang ahli
komunikasi dari Universitas Indonesia, penggunaan media sosial dalam sosialisasi
kebijakan agama bisa menjadi kunci keberhasilan dalam era digital. Dalam

kajiannya tentang pengaruh media sosial terhadap kebijakan keagamaan, ia

145 Syahrul Mahmud. Pengawasan Syariat di Era Digital: Tantangan dan Solusi.
Yogyakarta: LKiS, 2019.

146 Firdaus, Hilmi. Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di Masyarakat. Jakarta:
PT Remaja Rosdakarya, 2020.
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menyebutkan bahwa "media sosial memiliki kemampuan untuk menjangkau
segmen masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih terpapar
pada platform online. Pemanfaatan media sosial tidak hanya untuk menyampaikan
informasi, tetapi juga untuk menciptakan diskusi dan interaksi yang dapat
memperkuat pemahaman.4”"

Strategi yang lebih terarah juga diperlukan untuk mencakup kelompok-
kelompok yang belum terjangkau oleh metode sosialisasi konvensional. Kurniawati
Djohari, seorang pakar sosiologi agama, dalam kajiannya tentang resistensi
masyarakat terhadap kebijakan agama, menegaskan pentingnya melibatkan tokoh
masyarakat lokal dan menggunakan pendekatan yang lebih personal dalam
menyampaikan fatwa atau kebijakan keagamaan. Menurutnya, "dalam masyarakat
yang beragam, penggunaan pendekatan lokal yang memperhatikan nilai-nilai
budaya setempat serta melibatkan tokoh agama atau pemuka masyarakat dapat
membantu memperluas penerimaan dan pemahaman terhadap kebijakan agama.4®

Sejalan dengan itu, MPU Aceh perlu memanfaatkan forum-forum lokal dan
melibatkan tokoh agama di tingkat komunitas untuk memastikan bahwa sosialisasi
fatwa tidak hanya tersebar luas, tetapi juga dipahami dan diterima secara mendalam
oleh masyarakat. Penyampaian informasi yang lebih interaktif melalui seminar,
diskusi komunitas, dan partisipasi aktif masyarakat akan membantu menciptakan
pemahaman yang lebih baik tentang fatwa.'4°

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam menyampaikan fatwa sangat
penting mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan informasi lebih
cepat dan efektif sampai ke masyarakat. Ismail Fahmi, pakar analisis media sosial,
mengungkapkan bahwa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan
WhatsApp dapat digunakan untuk menyebarluaskan fatwa ke audiens yang lebih
luas, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih terlibat dalam

aktivitas online. Penggunaan infografis, video pendek, serta kampanye online yang

147 Ananda, Rizki. Penggunaan Media Sosial dalam Sosialisasi Kebijakan Keagamaan di
Era Digital. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

148 Djohari, Kurniawati. Resistensi Masyarakat terhadap Kebijakan Agama: Studi di
Wilayah Aceh. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
149 Damanik, “Sekretaris Komisi B MPU Kota Langsa, Wawancara.”
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menarik bisa menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan agama dan
meningkatkan pemahaman masyarakat™*°.

Dalam menghadapi kendala ini, MPU perlu memperluas dan menyesuaikan
strategi sosialisasinya dengan memanfaatkan teknologi modern serta pendekatan
yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan kombinasi pendekatan digital dan
lokal, sosialisasi fatwa diharapkan dapat mencakup lebih banyak segmen
masyarakat dan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan

kepatuhan terhadap fatwa tersebut di Kota Langsa.

2. Penegakan Hukum yang Lemah

Penegakan hukum dalam upaya memberantas judi online di Kota Langsa
masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian,
meskipun ada persepsi dari sebagian besar responden bahwa penegakan hukum
terhadap pelanggaran judi online sudah cukup tegas, Responden merasa bahwa
tidak ada tindakan signifikan yang dilakukan. Hal ini menandakan adanya
kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Nur Syam (2019), dalam penelitiannya mengenai efektivitas
penegakan hukum di Aceh, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Terbatasnya personel penegak
hukum yang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran
judi online merupakan tantangan besar. Penegakan hukum tidak hanya
membutuhkan aparat yang terlatih secara teknis, tetapi juga infrastruktur yang
memadai, seperti perangkat lunak pendeteksi aktivitas judi online serta jaringan
komunikasi yang kuat antara lembaga terkait>?.

Nasir Tamara, seorang ahli hukum dan peneliti mengenai hukum syariah di
Aceh, juga menyatakan bahwa kurangnya fasilitas serta minimnya pelatihan khusus
bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber,
termasuk judi online, merupakan kendala signifikan. Menurutnya, penegakan

150 Fahmi, Ismail. "Peran Media Sosial dalam Memberantas Judi Online." diakses pada 24
Oktober 2024, dari https://mediasosialdanhukum.com.

151 Syam, Nur. Penegakan Hukum di Aceh: Studi Kasus pada Pelarangan Judi Online.
Jurnal Hukum Syariah, Vol. 15 No. 2 (2019), pp. 115-130.
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hukum di wilayah yang menerapkan hukum syariah seperti Aceh sering kali tidak
sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi, yang menyebabkan pelanggaran
siber sulit dilacak dan ditindak dengan cepat®2. Judi online kerap Kali
menggunakan platform yang tersembunyi, seperti dark web, yang mempersulit
proses investigasi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, MPU
perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan instansi penegak hukum,
termasuk Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Syariat Islam. Kolaborasi ini bertujuan
untuk memperkuat kapasitas personel, baik melalui peningkatan jumlah petugas di
lapangan maupun pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada deteksi dan
penanganan kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, Achmad Fikri (2021) menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat
dalam pengawasan terhadap aktivitas ilegal, termasuk judi online. Dalam konteks
penegakan hukum yang lemah, partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas
yang mencurigakan dapat memperkuat pengawasan, terutama di wilayah-wilayah
yang sulit dijangkau oleh aparat. Fikri menekankan pentingnya menciptakan sistem
pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui hotline atau
aplikasi, yang memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam menjaga
ketertiban hukum di daerahnya'®.

Secara umum, penegakan hukum terhadap judi online memerlukan
pendekatan yang lebih menyeluruh, mencakup penguatan kapasitas teknologi,
koordinasi lintas lembaga, serta pelibatan masyarakat. Pendapat para ahli seperti
Nur Syam, Nasir Tamara, dan Achmad Fikri menegaskan bahwa tanpa perbaikan
sistemik dalam hal sumber daya, teknologi, dan partisipasi masyarakat, upaya untuk

menegakkan larangan judi online di Aceh akan sulit mencapai hasil yang optimal.

3. Dukungan Masyarakat yang Beragam

Dukungan masyarakat terhadap kebijakan MPU Aceh menunjukkan hasil

152 Tamara, Nasir. "Dampak Sosial Perjudian di Indonesia." Jurnal Sosiologi Indonesia,
Vol. 11 No. 1 (2021), pp. 53-67.

188 Fikri, Achmad. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Aceh. Jakarta:
Pustaka Mandiri, 2021.
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yang positif, di mana mayoritas responden menyatakan setuju dengan pelarangan
judi online. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang bersikap cukup
setuju atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa
meskipun ada pemahaman yang baik di kalangan sebagian besar masyarakat, masih
ada kelompok yang tidak sepenuhnya menyetujui atau tidak terpengaruh oleh
kebijakan tersebut. Sikap ketidaksetujuan ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain ketidakpahaman tentang implikasi judi online, pengaruh budaya
dan sosial yang mengakar, serta adanya stigma negatif terhadap larangan yang
dianggap mengurangi kebebasan individu®>*.

Menurut Nasir Tamara, seorang ahli sosiologi dari Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penelitiannya mengenai dampak sosial
perjudian di Indonesia, menekankan bahwa “dukungan masyarakat terhadap
pelarangan judi online sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang dampak
negatif yang ditimbulkan. Ketidakpahaman akan konsekuensi perjudian, baik
secara ekonomi maupun sosial, dapat memicu sikap apatis atau bahkan penolakan
terhadap kebijakan tersebut.!®>” Hal ini mengindikasikan bahwa edukasi dan
penyuluhan yang intensif sangat diperlukan untuk membangun kesadaran
masyarakat mengenai dampak judi online.

Sementara itu, Abdurrahman Wahid, seorang ahli hukum dan ketua lembaga
kajian hukum di Universitas Diponegoro, menambahkan bahwa “pendekatan yang
lebih humanis dan edukatif dalam sosialisasi kebijakan sangat penting untuk
mencapai hasil yang maksimal'®®. Masyarakat perlu diajak berdialog dan diberi
ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini akan
menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang ada dan meningkatkan
kepatuhan masyarakat.” Pendapat ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif

masyarakat dalam proses sosialisasi dan pembuatan kebijakan dapat meningkatkan

154 Syam, Nur. Penegakan Hukum di Aceh: Studi Kasus pada Pelarangan Judi Online.
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dukungan dan pemahaman terhadap pelarangan judi online.

Dari hasil penelitian, juga terungkap bahwa sebagian masyarakat yang
cukup setuju atau menolak pelarangan judi online sering kali terpengaruh oleh
norma-norma sosial di sekitarnya. Kebiasaan dan pandangan masyarakat yang
menganggap judi sebagai suatu bentuk hiburan atau kebebasan individu, dapat
membuat mereka kurang responsif terhadap larangan tersebut. Penelitian oleh Dr.
Henny Susilowati, seorang ahli psikologi sosial, menjelaskan bahwa “kebiasaan
sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat dapat menjadi tantangan tersendiri
dalam merubah pandangan masyarakat terhadap judi online®’. Oleh karena itu,
pendekatan yang berbasis pada penguatan nilai-nilai positif dan diskusi yang
konstruktif dapat membantu mengubah sikap masyarakat.”

Dengan demikian, untuk mengatasi sikap cukup setuju dan penolakan
terhadap pelarangan judi online, MPU perlu mengimplementasikan pendekatan
yang lebih humanis dan edukatif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan
kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemimpin
komunitas, dan lembaga pendidikan, untuk menyampaikan informasi yang lebih
jelas dan mendalam mengenai dampak judi online.

Menghadapi dukungan masyarakat yang beragam dalam pelarangan judi
online, penting bagi MPU untuk meningkatkan upaya sosialisasi melalui metode
yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan memahami perspektif masyarakat dan
melibatkan mereka dalam proses edukasi, diharapkan dukungan terhadap kebijakan
ini akan semakin kuat, dan kesadaran akan dampak negatif judi online dapat tumbuh
secara luas di kalangan masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai sosial
yang positif dan partisipasi aktif akan memperkuat efektivitas kebijakan MPU

dalam memberantas judi online di Kota Langsa.

4. Perkembangan Teknologi dan Aksesibilitas Judi Online

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan

157 Susilowati, Henny. "Peran Kebiasaan Sosial dalam Penolakan Terhadap Kebijakan
Hukum: Studi Kasus Judi Online." Jurnal Psikologi Sosial Indonesia, vol. 12, no. 3, 2021, him. 142-
155.
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terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik judi online. Judi online
kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital, seperti aplikasi
mobile, situs web, dan media sosial. Hal ini tidak hanya memungkinkan individu
untuk terlibat dalam aktivitas tersebut dengan lebih mudah, tetapi juga membuat
pengawasan dan penegakan hukum menjadi semakin sulit. Meskipun MPU Aceh
Aceh telah mengeluarkan fatwa pelarangan judi online, tantangan yang dihadapi
dalam memberantas praktik ini semakin kompleks akibat aksesibilitas yang
tinggi*°e.

Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana teknologi berperan
sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat yang efektif
untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online dan mendidik
masyarakat tentang risiko yang terkait. Di sisi lain, teknologi juga menyediakan
sarana bagi individu untuk mengakses judi online dengan lebih mudah, sering kali
tanpa pengawasan atau batasan yang memadai. Menurut Fathurrahman, seorang
pakar hukum dan teknologi dari Universitas Diponegoro, “Perkembangan teknologi
informasi mempengaruhi pola perilaku masyarakat, termasuk dalam hal judi online.
Sementara kita berusaha memberantas praktik ini, kita juga harus menyadari bahwa
teknologi dapat digunakan untuk edukasi dan advokasi yang lebih efektif’°.

Lebih lanjut, M. Sidiq, seorang ahli sosial dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, menekankan bahwa “aksesibilitas judi online yang
tinggi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, adalah akibat dari
minimnya pendidikan mengenai konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin
mereka hadapi. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif tentang bahaya judi
online harus menjadi prioritas”®°. Dalam hal ini, MPU perlu bekerja sama dengan
lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan program-
program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko judi

online dan dampak negatifnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.
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Sebagai langkah konkret, MPU dapat mempertimbangkan untuk
memanfaatkan platform digital dalam sosialisasi fatwa dan informasi terkait judi
online. Hal ini termasuk mengembangkan aplikasi mobile yang memberikan
informasi tentang larangan judi online dan menyediakan alternatif hiburan yang
positif bagi masyarakat. Dengan cara ini, MPU tidak hanya memberikan informasi
tentang larangan, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi masyarakat
untuk menghindari praktik judi online.

Selain itu, menurut lwan S. Haris, seorang ahli teknologi pendidikan,
“Pendidikan berbasis teknologi harus dimanfaatkan untuk memberikan
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bahaya judi online dan cara-cara
untuk melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Kurikulum pendidikan di sekolah-
sekolah perlu memasukkan materi tentang etika penggunaan internet dan risiko
terkait aktivitas daring”'®l. Dengan pendekatan yang lebih terarah dalam
pendidikan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan
menghindari judi online.

Perkembangan teknologi yang pesat dan aksesibilitas judi online merupakan
tantangan signifikan dalam upaya memberantas praktik ini. Meskipun ada larangan
dari MPU, kenyataannya, judi online tetap mudah diakses, terutama oleh generasi
muda. Oleh karena itu, MPU perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan
memanfaatkan alat digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
bahaya judi online. Kerjasama antara MPU, lembaga pendidikan, dan komunitas
sangat penting untuk menciptakan program edukatif yang efektif, sehingga
masyarakat dapat dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai untuk
menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh judi online.®2

Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa kesadaran masyarakat akan
meningkat, dan mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan

teknologi serta menghindari praktik judi online yang merugikan.

161 Haris, lwan S. "Pendidikan Berbasis Teknologi dalam Menghadapi Tantangan
Perkembangan Judi Online." Jurnal Teknologi Pendidikan Indonesia, vol. 4, no. 1, 2023, him. 70-
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5. Koordinasi Antara Lembaga

Koordinasi yang kurang efektif antara MPU Aceh dan lembaga-lembaga
pemerintah serta masyarakat dalam menegakkan fatwa dapat menjadi salah satu
hambatan signifikan dalam upaya memberantas judi online. Keberhasilan dalam
mengimplementasikan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang
sinergis antara MPU, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen
masyarakat lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, tindakan yang diambil mungkin
tidak optimal dan kurang terarah, sehingga dapat mengurangi efektivitas fatwa
dalam menanggulangi praktik judi online yang merugikan.

Menurut Ahmad Zahra, seorang pakar hukum dan sosial dari Universitas
Gadjah Mada, koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat penting
dalam menangani masalah yang bersifat kompleks seperti judi online. la
menyatakan, ‘“Masalah judi online bukan hanya soal hukum, tetapi juga
menyangkut aspek sosial, budaya, dan agama. Oleh karena itu, pendekatan yang
holistik diperlukan, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan!®3.”

Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam
menciptakan strategi yang komprehensif untuk memberantas judi online. Tanpa
adanya komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas, potensi terjadinya
tumpang tindih kebijakan atau bahkan kelalaian dalam penegakan hukum dapat
meningkat. Sebagai contoh, ketika MPU mengeluarkan fatwa, lembaga-lembaga
pemerintah seperti Dinas Syariat Islam dan Satpol PP harus siap untuk
menerjemahkan fatwa tersebut ke dalam tindakan nyata di lapangan. Jika salah satu
pihak tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka keberhasilan implementasi
kebijakan dapat terancam.

Lebih lanjut, Noorhaidi Hasan, seorang ahli sosiologi agama dari
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, menambahkan bahwa partisipasi

masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam koordinasi ini. la mengatakan,

163 Zahra, Ahmad. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Masalah Sosial."
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“Keterlibatan masyarakat dalam penegakan fatwa akan menciptakan rasa memiliki
dan tanggung jawab bersama terhadap norma-norma yang ada. Jika masyarakat
merasa diikutsertakan, mereka akan lebih proaktif dalam melaporkan pelanggaran
dan mendukung tindakan penegakan hukum.4”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya sebatas antar
lembaga, tetapi juga mencakup upaya untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga
nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa. Masyarakat harus merasa memiliki peran
dalam upaya pencegahan judi online, baik sebagai pengawas sosial maupun sebagai
sumber informasi bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rina Setiawati, seorang
peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Diponegoro, ditemukan bahwa kurangnya komunikasi antara MPU dan
instansi terkait menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami langkah-
langkah yang harus diambil untuk melaporkan praktik judi online. Rina
menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan mengenai fatwa dan tindakan
hukum yang bisa diambil oleh masyarakat. “Ketidakjelasan informasi membuat
masyarakat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa jika mereka menemukan
praktik judi online. Oleh karena itu, sinergi antara MPU dan lembaga terkait sangat
diperlukan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami,*6%”
ungkapnya.

Dengan demikian, efektivitas penegakan fatwa MPU dalam memberantas
judi online sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai pihak,
termasuk lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pendapat
para ahli menunjukkan bahwa sinergi ini harus diperkuat dengan adanya
komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan keterlibatan aktif
masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, upaya untuk

memberantas judi online dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak positif

164 Noorhaidi, Hasan. "Sinergi Lembaga dan Masyarakat dalam Penegakan Nilai-Nilai
Religius: Perspektif Sosiologi Agama.” Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, vol. 11, no. 2, 2020,
him. 120-130.

165 Setiawati, Rina. Komunikasi Antar Lembaga dalam Penegakan Fatwa: Studi Kasus
Kota Langsa. Semarang: LPPM Universitas Diponegoro, 2022, him. 60-65.
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bagi masyarakat Kota Langsa.

Kendala yang dihadapi olen MPU Aceh dalam upaya memberantas judi
online di Kota Langsa menunjukkan kompleksitas masalah yang harus dihadapi.
Untuk meningkatkan efektivitas dalam menegakkan fatwa, MPU perlu fokus pada
penguatan sosialisasi, penegakan hukum, dukungan masyarakat, adaptasi terhadap
perkembangan teknologi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Dengan
mengatasi kendala-kendala ini, MPU dapat lebih efektif dalam menjalankan

perannya sebagai pengawal nilai-nilai agama dan moral di masyarakat.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adahubungan yang lemah dan positif antara Fatwa Majelis Permusyawaratan
Ulama Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang judi online. Tetapi hubungan
tersebut masih bersifat positif. Artinya fatwa yang dikeluarkan dapat
mengikat masyarakat khususnya Kota Langsa untuk patuh tidak melakukan
permainan judi online. Apabila fatwa tersebut terus menerus disuarakan maka
akan meningkat pula kepautuhan masyarakat untuk tidak melakukan judi

online.

2. Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 mengenai pelarangan
judi online telah menunjukkan dampak positif dalam hal pemahaman dan
dukungan masyarakat walaupun dampaknya hanya sebesar 5,9% saja.
Adapun, kendala yang dihadapi masih signifikan, mencakup tantangan dalam
sosialisasi, keterbatasan penegakan hukum, dukungan masyarakat yang
beragam, perkembangan teknologi yang mempermudah akses judi online,

serta kurangnya koordinasi lintas lembaga.

3. MPU telah berhasil menyebarkan pemahaman mengenai fatwa tersebut
kepada mayoritas masyarakat, meskipun masih ada sebagian masyarakat
yang kurang memahami atau bahkan menolak kebijakan ini. Sosialisasi yang
lebih interaktif dan partisipatif, terutama melalui platform digital dan
kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, diperlukan untuk

memperluas cakupan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

B. Saran-saran

1. Memperkuat dan memperluas sosialisasi fatwa secara konsisten dan inovatif,
mengingat hubungan antara fatwa dan kepatuhan masyarakat masih lemah,

sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus dengan pendekatan yang
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lebih kreatif, seperti melalui media sosial, kampanye digital, dan melibatkan
tokoh masyarakat atau influencer lokal agar pesan lebih diterima dan

dipahami secara luas.

. Meningkatkan koordinasi dan penegakan hukum antar Lembaga untuk
mengatasi kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan koordinasi lintas
lembaga, perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan MPU, aparat penegak
hukum, pemerintah daerah, serta penyedia layanan internet untuk

memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas judi online.

. Melibatkan Masyarakat secara aktif dalam program edukasi dan pencegahan
agar pemahaman dan dukungan masyarakat meningkat, diperlukan program
edukatif yang partisipatif, serta penyediaan kanal pelaporan yang mudah

diakses oleh masyarakat untuk mengadukan praktik judi online.
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